
BUPATI MUSI BANYUASIN 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

SALINAN 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI BANYUASIN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (b) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73 ) Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400};
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10. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Fungsional yang selanjutnya disingkat PA-SKPD 

Fungsional adalah Pengguna Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang mencairkan dana belanja 

1 1. 

· bantuan keuangan; 

Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah 

yan g selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Perda; 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah 

yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Musi 

Banyuasin; 

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya dis~ngkat 

SPM adalah doku men yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau 

pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 

bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran tDPA) ; 

.:.-4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya diseb ut 

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala 

S adan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan 

pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM; 

: 5. Unit Organ isa si Bersifat Khusus yang selan,;utnya 

disingkat OBK adalah Unit SKPD yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang 

Kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Daerah yang 

memberikan Layanan Secara Profesional. 

BAB II 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH 

Pasa.l 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksan a kan -sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-und.angan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Unda ng-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 66573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daera h (Lem baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 201 9 Norr_or 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19 

Tentang Klasifikasi, :<.odefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 l\"omor 1781); 

10. Keputu san Men teri Dala m Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangun an dan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Sany ..1asin Tahun 2021 N omor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Nomor 15); 
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MEMUTUSKl\.N: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG SISTEM 

DAN PROSEDUR PENGELOLMN KEUANGAN DAERi\.H. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin; 

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin; 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilar_ Rakyat 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; 

6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin; 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Warga Negara Indonesia yang memem.::.hi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan; 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepa la Satuan Kerj a Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini Kepala 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); 

9. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

selaku SKPKD yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

mempunyru anggaran belanja bantuan ~{euangan 

dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD); 
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meru.pakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan 

ini. 

Pasal 3 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan 

Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan 

dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan 

Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januc..:-i 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Ditetapkan di Sekayu 

pada tanggal 1-4 Qe.s.e.N-\.. lf 2021 

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN 

L BUEATI, 

Diundangkan di Sekayu 

pada tanggal J-1 DtSd.rJ.hr 2021 

ANYUASIN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 2-GO 
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Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin 
Nomor 260 

Tahun 2021 
Tentang 

BAB I 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah 

yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban , dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas 

dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, 

aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik. Dokumen dalam Peraturan Bupati ini, disajikan dalam bentuk 

ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi 

yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya 

masing- masing sebagai berikut: 

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunya1 

kewenangan: 

a. menyusun rancangan Perda ten tang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD; 



d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah 

dan / atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

g. menetapkan KPA; 

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

J· menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang 

dan Piutang Daerah; 

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

1. m enetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit 

menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran 

Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara BLUD, 

Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus dan/ atau Bendahara 

Khusus Lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

4. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian atau 

seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 

pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan 

memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada 

prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, 

dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan 

ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

5 . Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. Kepala SKPD selaku PA 

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 

mempunyai tugas: 

a. koordinasi dala m pengelolaan keuangan daerah; 
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b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan 

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan; dan 

f. memimpin TAPD. 

2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi: 

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah; 

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah; 

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Bupati. 

4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait 

dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam 

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. 

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan 

unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku 

PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda ten tang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur 

dalam Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 

e. melaksanakan tugas lainnya sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3 



2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA-SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penenmaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian Jamman atas 

nama pemerintah daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

1. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan 

pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD. 

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: 

a. mengelola investasi; 

b. menetapkan anggaran kas; 

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 

d. membuka rekening Kas umum daerah; 

e. membuka rekening penerimaan; 

f. membuka rekening pengeluaran; dan 

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah. 

5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 

sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi 

terse but. 

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan 

SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dapat 

melaksanakan pengelolaan investasi. 

D. KUASABUD 

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada 

Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

3. Kuasa BUD mempunyai tugas: 
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a. menyiapkan anggaran kas; 

b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; 

d. memantau pelaksanaan penenmaan dan pengeluaran APBD oleh 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola / mena ta usahakan investasi; 

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban 

APBD; 

1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah 

Daerah; 

J. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan; 

k. melakukan penagihan piutang daerah. 

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan 

menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 

ditetapkan oleh BUD; 

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 

piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 

tertagih atas investasi; 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan 

dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD 

6. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 {satu) Kuasa 

BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang 

yang dikelola, be ban kerja, lokasi, clan/ atau rentang kendali. 

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, 

lokasi, dan/ a tau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati. 

E. PENGGUNA ANGGARAN 

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA-SKPD; 

b. menyusun DPA-SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 
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d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, 

meliputi: 

a. menyusun anggaran kas SKPD; 

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; 

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

3. Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi: 

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
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e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran 

Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang 

melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan 

pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan DPA-SKPD. 

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai 

akibat: 

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; 

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/ jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun 

anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya 

kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 

a. perjanjian atau perikatan; 

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; dan 

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA 

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu 

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas 

Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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10. PA bertanggung jawa b atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

11. Berdasarkan pertirnbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 

melimpahkan pada Kepala Bagian selaku KPA untuk melakukan 

pengelolaan keuangan. 

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit 

SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran 

kegiatan/ sub kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/ sub kegiatan dilakukan oleh 

SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang 

kriterianya ditetapkan oleh Bupati. 

4. Pertimbangan lokasi dan/ atau rentang kendali dilakukan terhadap 

SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, 

dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul 

Kepala SKPD. 

6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi; 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 

dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada PA. 

8. Dala m hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 

memungut pajak daerah kepada KPA. 

9. Dalam hal PA m elimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit 

SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 
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10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA 

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu 

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas 

Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pen gadaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai 

tugas: 

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/ a tau pengeluaran pembiayaan; 

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang 

dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab 

J. SKPD yang dipimpinnya; 

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya; 

1. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya; 

m. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD; 

n. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 

o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih 

pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala 

Unit SKPD selaku KPA. 
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G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 

1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan 

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 

2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 

teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

Be ban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub 

kegiatan SKPD /Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 

4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis 

Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: 

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan; 

dan 

c. melaporkan perkem bangan pelaksanaan Kegiatan/Sub 

kegiatan kepada PA/KPA. 

5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas 

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: 

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-

undangan; dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

kegiatan. 

6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada 

PA. 

7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab 

kepada KPA. 

8. Dalam hal PfYl'K berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, PA/ KPA mengambil alih mandat yang 

dilaksanakan oleh PPTK. 

9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 

SKPD/Unit SKPD. 

10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 

besaran anggaran Kegiatan/ sub kegiatan, be ban kerja, lokasi, rentang 
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kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya 

ditetapkan Bupati. 

11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi. 

12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural 

sesuai dengan tug as dan f ungsinya. 

13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat 

satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA dan/ atau memiliki 

kemampuan manajerial dan berintegritas. 

14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN 

yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA 

dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 

15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK 

yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati. 

H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD. 

2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. 

3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang 

BLUD. 

4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas 

melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Bendahara Khusus, 

dan/atau PPTK. 

5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 

kelengkapan dan keabsahan. 
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7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya, yaitu: 

a . melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya; 

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 

penerimaan; dan 

c. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 

PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan 

SKPD. 

I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD 

1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA 

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada Unit SKPD. 

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 

a. Besaran anggaran yang berlaku untuk bagian pada kabupaten 

di lingkungan Sekretariat Daerah; 

b. rentang kendali dan/ a tau lokasi; 

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 

layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam 

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 

kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakuka n verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP

LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara; 

d. Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP

TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 

laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
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6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD 

melaksanakan tugas lainnya meliputi: 

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara 

Penerimaan Pembantu/Bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

sebagai dasar penyiapan SPM. 

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas 

meliputi: 

a . melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya; 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; 

c. menyiapkan SPM; 

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara; 

e. Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; 

f. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan 

g. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. 

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit 

SKPD. 

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 

PPK Unit SKPD. 

J. BENDAHARA 

1. Bendahara Penerimaan 

a. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan 

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD. 

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, 

menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya. 

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan 

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 
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1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD; 

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Bupati ; 

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 

jumlah yang telah ditetapkan; 

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya; dan 

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 

Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada 

Unit SKPD yang bersangkutan. 

e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh 

Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD. 

f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tu.gas dan wewenang 

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati. 

g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling 

sedikit meliputi: 

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, 

kecuali untuk transaksi secara elektronik; 

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD; 

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Bupati; 

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 

jumlah yang telah ditetapkan; 

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya; dan 

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

1. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 

kepada PA. 

14 



J. Bendahara Pen erimaan Pembantu bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada KPA. 

k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 

atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 

selaku BUD. 

1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan 

kepada Bendahara Penerimaan. 

m. Kepala SKPD a tas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD. 

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara 

Penerimaan. 

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut 

Pembantu Bendahara Penerimaan. 

2. Bendahara Pengeluaran 

a. PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada 

Bupati. 

b. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan 

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan 

SKPKD. 

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya; 

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesua1 dengan 

ketentuan peraturan perundang~undangan; 
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5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA danlaporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada BUD secara periodik; dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Selain tug as dan wewenang, Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan 

Bupati; 

2) memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal; dan 

e. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD 

yang melaksanakan fungsi BUD. 

f. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati 

atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

g. Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan atas 

pertimbangan: 

1) besaran anggaran; 

2) rentang kendali dan/ atau lokasi; dan 

h. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang 

meliputi: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 

Pengeluaran; 

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

4) melaksanak:an pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
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7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative 

kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. 

1. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh Bupati; 

2) memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada 

tahun berjalan; dan 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

belanja akibat koreksi atau basil pemeriksaan internal dan 

eksternal pada tahun berjalan. 

j. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati 

menetapkan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus. 

k. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan 

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran. 

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

m. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

n. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan 

kepada PA. 

o. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada KPA. 

p. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional 

dengan membuat laporan atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 
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q. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan 

kepada Bendahara Pengeluaran. 

r. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/ a tau 

pengeluaran pembiayaan. 

s. 

t. 

u. 

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 

sesuai dengan lingkup melaksanakan tugas clan wewenang 

penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD. 

Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung 

jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, 

dan penjualan jasa; 

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau 

penjualan jasa; 

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung; dan 

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara 

Khusus. 

v. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, 

dan/ atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan 

pelaksanaan APBD. 

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) 

1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

2. TAPD beranggotakan terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan 

Pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. 

3. TAPD mempunyai tugas: 

a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan 

perubahan KUA; 
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c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 

perubahan PPAS; 

d . melakukan verifikasi RKA-SKPD; 

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 

rancangan pertanggungjawaban APBD; 

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban APBD; 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan 

perubahan DPA-SKPD; 

h. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan 

RKA; dan 

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

J. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai 

dengan kebutuhan. 

BAB II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

A. UMUM 

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik 

Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi: 

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman; 

2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak lain; 

3. penerimaan daerah; 

4. pengeluaran daerah; 

5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ a tau 
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6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau 

kepentingan umum. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Perda. 

Ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut: 

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan 

kemampuan Pendapatan Daerah. 

2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan 

padaRKPD. 

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi, dan stabilisasi. 

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk 

uang dianggarkan dalam APBD. 

6. Penerimaan Daerah terdiri atas: 

a. pendapatan daerah; dan 

b. penerimaan pembiayaan daerah. 

7. Pengeluaran Daerah terdiri atas: 

a. belanja daerah; dan 

b. pengeluaran pe.mbiayaan daerah. 

8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana 

Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai 

untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana 

Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas 

Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. 

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang 

melandasinya. 

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara 

bruto dalam APBD. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 
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1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman 

penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri. 

2. APBD mempunyai fungsi: 

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar 

untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan. 

b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi 

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/ sub 

kegiatan pada tahun berkenaan. 

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah 

menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/ sub kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah 

harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran 

daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran Pemerintah 

Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan 

keseimbangan fundamental perekonomian Daerah. 

3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi: 

a. hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih; 

b. kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih; dan 

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau perigeluaran 

yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang 

bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. 

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. 

Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut: 

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan daerah. 
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2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan 

organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening 

Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan 

penerimaan lainnya yang sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan 

hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran 

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut 

urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. 

2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perbup tentang penjabaran APBD 

dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, 

objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

3. Dal am hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki 

karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan Pemerintah dari 

Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan 

pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya 

dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau 

mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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4. Pengelolaan pend a pa tan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa 

mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, 

sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola 

berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan 

SKPKD. 

6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang

undangan mengena1 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daer ah serta 

pemutakhirannya. 

C. PENDAPATAN DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta 

sub rincian objek pendapatan daerah. 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah 

Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 

1) pajak daerah; 

2) retribusi daerah; 

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, Jen1s, objek, rincian 

objek, sub nncian objek pendapatan asli daerah dikelola 

berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan 

SKPKD, meliputi: 
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J enis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan 
Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki 

tugas dan wewenang pengelolaan 
pajak 

Retribusi Daerah SKPD 

Hasil Pengelolaan SKPKD 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

Lain-lain Pendapatan Asli SKPKD kecuali; 
Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan 

retribusi tetap dikelola oleh 
Bendahara Penerimaan di SKPD 
terkait. 

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh 
BLUD terkait. 

3. Pendapatan Hibah Dana BOS, 
Dana kapitasi, dan pendapatan 
lainnya yang dikelola oleh 
Bendahara Penerimaan Khusus. 

c. Pajak Daerah rinci menurut objek, nnc1an objek dan sub rincian 

objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan 

Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub 

rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah 

diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang 

mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 

menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Hasil 

pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan 

daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, 

rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: 

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 

3) hasil kerja sama daerah; 

4) jasa giro; 
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5) hasil pengelolaan dana bergulir; 

6) pendapatan bunga; 

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau 

pengadaan barang clan jasa tennasuk penerimaan atau 

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, 

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari 

kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing; 

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

11) pendapatan denda pajak daerah; 

12) pendapatan denda retribusi daerah; 

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

14) pendapatan dari pengembalian; 

15) pendapatan dari BLUD; dan 

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g, Pemerintah Daerah dilarang: 

1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang 

dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam 

undang-undang; dan 

2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, 

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa 

antar daerah, dan kegiatan ekspor / impor yang merupakan 

program strategis nasional; 

h. Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya 

dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak 

keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang

undangan selama 6 (enam) bulan; 

i. Bupati yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 

J. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan 

seluruhnya ke kas negara. 
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4. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer 

Ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi: 

a. Pendapatan transfer terdiri atas: 

1) tra nsfer Pemerintah Pusat; 

2) transfer antar-daerah 

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan 

kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. 

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat 

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan , Dana 

Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan 

Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan 

kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan 

kategori dari Dana Transfer Khusus. 

1) DBH terdiri atas Bagi basil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam; 

2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi; 

3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah 

untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan 

Pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi 

Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. 

c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu 

dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan 

dan / atau pencapaian Kinerja tertentu. 

d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki 

otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang

undangan. 
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e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah Istimewa sesuai 

dengan ketentuan peraturan undang-undangan. 

f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah 

a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan. 

b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari 

Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain 

berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah 

lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan 

peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu 

lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: 

1) bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan 

2) bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten 

Bantu.an keuangan yang berasal dari Provinsi dan/ atau Ka bu paten, terdiri 

atas: 

1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima 

dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau 

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. 

2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang 

diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. 

5. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur 

sebagai berikut: 

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 

1) Hibah; 

2) Dana Darurat; dan/ atau 

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

b. Klasifi.kasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan 

kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD. 
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c. Hi bah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ a tau jasa 

yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, 

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang 

tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, 

tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai 

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada 

penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya 

tinggi. 

e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang 

diberikan kepada Daerah pada ta.hap pasca bencana untuk mendanai 

keperluan mendesak yang diak.ibatkan oleh bencana yang tidak 

mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber 

APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan 

Pengembalian Hibah tahun sebelumnya. 

D. BELANJA DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

Belanja daerah sebagai berikut: 

a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri 

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. 

d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki 

Daerah. 

e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan 

Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka 

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 
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f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib 

yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai 

dengan kebutuhan daerah. 

g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan 

dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang 

dimiliki Daerah. 

h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan 

Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 

besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran 

kesehatan, dan insfrastruktur. 

1. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

melakukan penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran Dana 

Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri 

teknis terkait. 

j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, 

analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, 

analisis standar belanja, dan/ a tau standar teknis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1. Standar harga satuan region al ditetapkan dengan Peraturan 

Presiden. 

m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah. 

n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah 

dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu 

Daerah. 

o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga 

satuan ditetapkan dengan Perbup. 

p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ a tau standar 

teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran 

dalam penyusunan rancangan Perda ten tang APBD. 

q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian 

objek dan sub rincia n objek belanja daerah. 
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r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan 

belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi. 

s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan 

organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan 

disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Ka bu paten 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- u ndangan. 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

a. Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari Pemerintah Daerah yang m emberi manfaat jangka 

pendek. 

b. Belanja Modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan 

aset tetap dan aset lainnya yang memberi m anfaat lebih dari 1 

(satu) periode akuntansi. 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas 

beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

d. Belanja Transfer 

Belanja transfer merupa.kan pengeluaran uang d ari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. 

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, 

sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan 

pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi: 

Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan 

BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD 

Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLVD 

Belanja Sunga SKPKD dan BLUD 

Belanja Subsidi SKPKD dan/ atau SKPD 

Belanja Hibah SKPKD dan/ atau SKPD 

Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/ atau SKPD 

BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLVD 

BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD 

BELANJA TRANSFER SKPKD 
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2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi 

Belanja operasi dirinci atas jenis: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Bunga; 

d. Belanja Subsidi; 

e. Belanja Hibah; dan 

f. Belanja Bantuan Sosial. 

Ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai 

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan 

kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Kompensasi diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati, 

pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

a) Belanja Pegawai bagi Bupati dan Wakil Bupati 

dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah. 

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD. 

c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan. 

3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi 

dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja 

penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati, 

Wakil Bupati, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah/ Jasa layanan lainnya dan honorarium 

yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 

kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan 

Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 

pada Intansi Pemerintah. 

6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan 

KUA. 

31 



7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan 

beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan 

profesi, prestasi kerja, clan/ a tau pertimbangan objektif 

lainnya, diuraikan sebagai berikut: 

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan 

kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk 

menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja 

normal; 

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 

diberikan kepada pegawa1 ASN yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat 

kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 

diberikan kepada pegawai ASN yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja 

yang memiliki resiko tinggi; 

d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 

diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban 

tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; 

e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 

diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja 

yang tinggi dan/ atau inovasi; dan 

f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang 

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah 

ditetapkan denga n Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah. 

9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati 

dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN 

setelah mendapat persetujuan Menteri. 

I 0) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setiap awal 

bulan berikutnya. Khusus pembayaran tambahan penghasilan 

bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan pada 

bulan berkenaan dengan pernyataan tanggungjawab mutlak 

dari Pengguna Anggaran bahwa apabila terjadi kelebihan 

pembayaran akan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah. 
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11) Pembayaran tambahan penghasilan bulan Desember yang 

dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya tidak dicatat 

sebagai hutang Pemerintah Daerah. 

12) Ketentuan pada angka (10) dan (11) berlaku juga untuk 

pembayaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa 

dan pegawai kontrak. 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Belanja barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang a kan diserahkan 

atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain. 

2) Pengadaan ba rang dan jasa dalam rangka melaksanakan 

program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah 

guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum 

dalam RPJMD. 

3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, 

belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, 

dan Belanja Uang dan/ a tau Jasa untuk diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 

4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang 

dan jasa diuraikan sebagai berikut: 

a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang berupa barang pakai habis, bara ng tak 

habis pakai, dan barang bekas dipakai; 

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain 

berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/ 

gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat 

berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, 

ketersediaan layanan ( availibility payment) , beasiswa 

pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan 

bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak 

daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan 

retribusi daerah bagi pegawai non ASN; 

c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan 

Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, 

belanja pemeliharaan peralataan dan mesm, belanja 

pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja 
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pemeliharaan jalan, Jarmgan, dan 1ngas1, belanja 

pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan 

kendaraan bermotor; 

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan 

belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja 

perjalanan dinas luar negeri; 

e) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk 

menganggarkan Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan 

kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

5) Pemerinta.h Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa 

dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 

6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang 

diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk 

pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam 

rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan 

Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan 

memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan 

efektifitas. 

7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang 

diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam 

bentuk: 

a} pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 

b} penghargaan atas suatu prestasi; 

c) pemberian beasiswa kepada masyarakat; 

d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk 

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan 

non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya 

sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/ atau 

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya 

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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c. Belanja Bunga 

1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan 

belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki 

kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan 

pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran 

bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban 

pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD 

tahun anggaran berkenaan. 

3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/ unit SKPD yang 

melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi 

PPKD / SKPKD terkait. 

4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan 

sub rincian objek. 

d. Belanja Subsidi 

1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja 

subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan 

oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ a tau badan usaha 

milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 

2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/ a tau badan usaha 

milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk 

atau jasa pelayanan dasar masyarakat, terrnasuk 

penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk 

penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umuni (public 

seroice obligation). 

3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/ a tau badan usaha 

milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu 

dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor 

akuntan publik sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain 

yang independen dan ditetapkan oleh Bupati. 

5} Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan 

yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas 

kelayakan penganggaran pemberian subsidi. 
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6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar 

perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan 

subsidi tahun anggaran berikutnya. 

7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung 

jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi 

yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Bupati. 

8) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam 

APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. 

9) Untuk pemberian subsidi k epada BUMD penyelenggara sistem 

penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Bupati. 

10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi h asil kepada usaha 

mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu 

dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perbup sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Belanja Hibah 

1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau 

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat 

dianggarkandalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan 

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunJang pencapaian 

sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah 

daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 
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4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait 

dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian 

objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan 

tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja 

hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang 

pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan 

pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan 

keten tuan peraturan perundang-undangan. 

5) Belanja hibah diberikan kepada: 

a) Pemerintah Pusat 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada 

satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah 

Non-Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam 

daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang 

tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan 

dan belanja negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang 

membidangi urusan pemerintahan di bidang 

Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah 

dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko 

kartu tanda penduduk elektronik. 

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda 

penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) 

sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran 

pendapatan dan belanja negara. 

(5) Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud hanya 

dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. 

b) Pemerintah Daerah Lainnya 

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan 

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 
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c) BUMN 

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d) BUMD; 

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam 

rangka untuk meneruskan hibah yang diterima 

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada 

BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang 

kecuali uang a tau j asa. 

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan 

yang berbadan Hukum Indonesia; 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada 

badan dan lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang

undangan; 

b . yan g bersif at nirlaba, sukarela dan sosial yang 

tela h memiliki surat keterangan terdaftar yang 

diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau 

Bupati/Wali Kota;atau 

c. yang b ersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial 

kemasyarakatan berupa kelompok 

masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidu p dan sesua1 dengan 

perkembanga n masyarakat, dan 

keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat 

dan/ atau Pemerintah Daerah melalui 

pengesahan atau 

instansi vertikal 

Perangkat Daerah 

kewenangannya. 

penetapan 

atau Kepala 

dari pimpinan 

Satuan Kerja 

terkait sesuai dengan 

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya . 
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(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia diberikan kepada 

organ1sas1 kemasyarakatan yang berbadan hukum, 

yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum perkumpulan, yang telah 

mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

kementerian yang membidangi urusan hukum dan 

hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan 

dengan persyaratan paling sedikit: 

a) memiliki kepengurusan di daerah domisili; 

b) memiliki keterangan domisili dari Lurah/ Kepala 

Desa setempat atau sebutan lainnya; dan 

c) berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga 

yang berkedudukan di luar wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian 

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan 

Pemerintah Daerah pemberi hibah. 

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia; 

b) berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan 

c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang 

bersangkutan. 

f) Partai Politik 

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan 

kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 

kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja 

bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 
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c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

(1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 

tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan; 

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah 

atau Pemerintah Daerah sesua1 dengan 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(3) partai politik; dan/ atau 

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; 

d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan , dan kemasyarakatan. 

e) memenuhi persyaratan penerima hibah. 

7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 

disampaikan kepada Bupati. 

8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material 

a tas penggunaan hibah yang diterimanya. 

9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, 

pelaporan da n pertanggungjawaban, serta monitoring dan 

evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

f. Belanja Bantuan Sosial 

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberia n bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat yang 

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemu ngkinan terjadinya 

risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanju tan. 

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan 

dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 

fenomena alam, atau bencana ala m yang jika tidak diberikan 

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 

dapat hidup dalam kondisi wajar. 

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 

penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 
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4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai 

dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

a) individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 

mengalami risiko sosial; atau 

b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, 

dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, 

kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan 

yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. 

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/ atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial 

kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat 

yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya. 

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan 

secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak 

miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, 

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan 

kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan 

secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan 

operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat 

tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan 

makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak 

bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat yang 

sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat 

penyusunan APBD. 

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari 

calon penerima dan/ atau atas usulan Kepala SKPD. 

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan 

dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, 

rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, 

dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat 

daerah terkait. 

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak 
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dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 

ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang 

lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang 

bersangkutan. 

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang 

direncanakan. 

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. 

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. 

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan 

kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi 

dari kemungkinan risiko sosial; 

b) memenuhi persyarata n penerima bantuan diartikan 

memiliki nidentitas kependudukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 

pemberian bantuan sosial tidak wajib clan tidak harus 

diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat 

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan 

telah lepas dari risiko sosial; dan 

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan 

pemberian bantuan sosial meliputi: 

1) rehabilitasi sosial 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar. 

2) perlindungan sosial 

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 

guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 

kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya 

dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal. 

3) pemberdayaan sosial 

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial 
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mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya. 

4) jaminan sosial 

merupakan skema yan g melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak. 

5) penanggulangan kemiskinan 

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 

kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

6) penanggulangan bencana 

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk 

rehabili tasi. 

1 7) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis 

atas ban tuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui 

SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. 

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan 

material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 

evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan 

Bupati. 

3. Ketentuan Terkait Belanja Modal 

Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut: 

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas} bulan; 

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 

3) batas minimal kapitalisasi aset. 

Selain kriteriajuga memuat kriteria lainnya yaitu: 

1) berwujud; 

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

dan 

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
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4) jaminan sosial 

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak. 

5) penanggulangan kemiskinan. 

Merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 

kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

6) penanggulangan bencana 

merupakan serangkaian upaya yang ditujuka n untuk 

rehabilitasi. 

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis 

atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui 

SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. 

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan 

material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

19) Tata cara penga nggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 

evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan 

Bupati. 

3. Ketentuan Terkait Belanja Modal 

Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut: 

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 

Pengadaa n aset tetap memenuhi kriteria: 

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 

3) batas minimal kapitalisasi aset. 

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 

1) berwujud; 

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

dan 

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
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g. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset 

tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal 

kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perbup. 

h. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. 

Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset 

sampai aset siap digunakan. 

i. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 

1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai 

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan 

peralatan dan mesin mencakup me sin dan kendaraan bermotor, 

alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk 

dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, 

irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah 

serta dimiliki dan/ a tau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan 

aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset 

tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 

Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan 

harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

J. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset 

tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di 

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya 

berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: 
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1) dapat diidentifikasi; 

2) tidak mempunyai wujud fisik; 

3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau 

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas 

kekayaan intelektual; 

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. 

4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga 

Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut: 

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk m enganggarkan 

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang 

direncanakan sebelumnya. 

tahun-tahun 

tidak dapat 

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing 

pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Keadaan darurat meliputi: 

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ; dan/ a tau 

3) kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan p u blik. 

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali 

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau 

kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat 

bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa digunakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat 

bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, 

pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih 

dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan 

penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu 

penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan 

darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh 

Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. 
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d. Keperluan mendesak meliputi: 

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; 

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 

a. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja 

yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang 

cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran berkenaan, seperti: 

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran 

kekurangan gaji, tunjangan; dan 

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran 

telepon, air, listrik dan internet. 

b. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja 

untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 

pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain 

pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada 

pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, 

bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 

amanat peraturan perundang-undangan; dan/ a tau 

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/ a tau masyarakat. 

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau Perubahan 

DPA SKPD. 

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah ten tang APBD tahun berkenaan. 

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak 

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan 

oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: 
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1) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) 

paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); 

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan B'IT 

kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak 

diterimanya RKB. 

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, 

dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. 

1. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai 

keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan: 

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, 

dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam 

tahun anggaran berjalan; dan/ a tau 

2) memanfaatkan kas yang tersedia. 

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan 

diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

J· Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai 

keadaan darurat dilakukan dengan tahapan: 

1) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana 

alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik 

sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) berdasarkan penetapan status Bupati dan/ atau dokumen lain 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala 

SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi 

mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku 

BUD. 

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD 

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang 

membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan 

belanja. 

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai 

keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari 

belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang 

membidangi, dengan tahapan: 

I) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak 

terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang 

membidangi keuangan daerah; 
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2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja 

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 

Perubahan DPA-SKPD; clan 

3) RKA-SKPD dan/ a tau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 

melakukan perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD untuk 

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. 

I. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan diluar keadaan darurat dan 

mendesak dilakukan dengan tahapan: 

peraturan 

keperluan 

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak 

terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang 

membidangi keuangan daerah; 

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja 

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 

Perubahan DPA-SKPD; dan 

3) RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 

melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

APBD untuk s e 1 a nj u t n ya ditampung dalam Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam 

La po ran Realisasi Anggaran bagi Pemerin tah Dae rah yang 

tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan 

perubahan APBD. 

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan 

dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

5. Ketentuan Terkait Belanja Transfer 

Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

Ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut: 

a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan 

sub rincian objek. 

b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi 

keuangan daerah. 
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c. Belanja Bagi Hasil 

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil 

yang bersumber dari pendapatan Provins~ kepada Kabupaten 

atau pendapatan kabupaten kepada Pemerintah Desa atau 

pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah 

Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang

undangan. 

2) Belanja bagi basil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Belanja Bantuan Keuangan 

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain 

dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan terten tu lainnya. 

2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu 

lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/ atau 

penerima bantuan keuangan. 

3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

keten tuan per a turan perundang-undangan. 

4) Bantuan keuangan terdiri atas: 

a) bantuan keuangan antar-Daerah Kabupaten; 

b) bantuan Keuangan Daerah Kabupaten ke Daerah 

Provinsinya dan/ a tau Daerah Provinsi lainnya; dan/ a tau 

c) bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa. 

5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. 

a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan 

pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan. 

b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan 

pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

penerima bantuan. 

c) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/ atau pemerintah desa 

sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak 

menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh 
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Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, 

Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa sebagai 

penerima bantuan keuangan khusus wajib 

mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi 

keuangan khusus. 

d) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat 

khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana 

pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan 

belanja desa penerima bantuan. 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan 

keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

E. PEMBIAYMN DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pembiayaan daerah terdiri atas: 

1) penerimaan pembiayaan; dan 

2) pengeluaran pembiayaan. 

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek pembiayaan daerah 

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan 

kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD. 

c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran 

atau menutup defisit anggaran. 

2. Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: 

a. SiLPA; 
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a. SiLPA; 

b. pencairan Dana Cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait Penerimaan 

Pem biayaan se bagai beriku t: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari 

pelampauanpenerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan 

transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan 

belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 

belum terselesaikan dan/ atau sisa dana akibat tidak tercapainya 

capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. 

b . Pencairan Dana Cadangan 

1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan 

pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke 

Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran 

berkenaan. 

2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan 

Dana Cadangan bersangkutan. 

3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 

menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun 

anggaran berkenaan. 

4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam 

portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 

5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening 

Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan 

dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 
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7) Penerimaan hasil bunga/ jasa giro/ imbal hasil/ dividen/ 

keuntungan (capital gain) a tas rekening dana 

cadangandan/ atau pen em pa tan dalam portofolio dicantumkan 

sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Penerimaan atas basil penjualan kekayaan daerah dicatat 

berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 

3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta 

jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya. 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah; 

1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah 

pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran 

berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian 

pinjaman bersangkutan. 

2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan 

penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas 

penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun 

anggaran berkenaan. 

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari: 

a) Pemerintah Pusat; 

b) Pemerintah Daerah lain; 

c} lembaga keuangan bank; 

d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau 

e) masyarakat. 

4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentua n peraturan perundang-undangan. 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan 

untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang 

diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk 

menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan u ntuk: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b . penyertaan modal daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ a tau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuru dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran 

Pembiayaan sebagai berikut: 

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan 

untuk menganggarkan pembayaran pokok utang. 

2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tem po didasarkan 

pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian 

pinjaman dan pelaksanaannya merupaka n prioritas utama dari 

seluruh kewajiban Pemerin tah Daerah yang haru.s diselesaikan 

dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian 

pinjaman . 

3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan 

pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya 

sesu ai dengan ketentu an peraturan perundang-u ndangan. 

4) Pemerintah Daera h wajib membayar cicilan pokok utang dan 

dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampa1 dengan 

berakhirnya kewajiban dimaksud. 

5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi 

untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati dapat melakukan 

pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah 

perubahan APBD. 

b. Penyertaan Modal Daerah 

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada 

badan usaha milik daerah dan/ atau badan usaha milik negara, 

badan usaha swasta dan/ atau koperasi. 

2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian 

daerah dan meningkatkan kesejah teraan masyarakat . 

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, 

sosial, dan/ atau manfaat lainnya. 
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4) Manfaat ekonomi, sosial dan/ a tau manfaat lainnya rneliputi: 

a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang 

mendapatkan penyertaan modal daerah; 

b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan 

usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; 

c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil 

penyertaan modal sejumlah tertentu dalarn jangka waktu 

tertentu; 

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu 

sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; 

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu 

berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan 

usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; 

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu 

dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari 

penyertaan modal daerah; 

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai a kibat dari 

penyertaan modal daerah. 

5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal 

berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal 

berupa investasi langsung. 

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan 

dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang. 

7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan 

cara penyertaan modal daerah dan/ atau pemberian pinjaman. 

8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian 

pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya 

dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga 

keuangan bukan bank. 

9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi 

langsung dila.ksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat 

investasi untuk mendapatkan nilai wajar. 

10) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila 

jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan 

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan 

modal daerah bersangkutan. 
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11) Penyertaan modal dapat dilakukan Pemerintah Daerah 

walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh 

peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah 

ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah 

bersangkutan 

12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama 

antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD. 

13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan 

investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan 

anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban 

penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta 

pembinaan dan pengawasan. 

15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan 

pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. 

16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perbup. 

17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak 

diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah 

anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah 

penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

mengenai penyertaan modal bersangkutan. 

18) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, 

Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah 

mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan 

keten tuan peraturan perundang-undangan. 

19) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung. 

20) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyertaan 

modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun 

perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam 

dokumen rencana kegiatan investasi. 

21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD 

selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati. 
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22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, Pemerintah 

Daerah menyusun analisis penyertaa n modal/investasi 

Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal. 

23) Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah 

dilakukan oleh penasehat investasi Pemerinta h Daerah. 

24) Penasihat investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati. 

25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah 

berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan 

analisis risiko. 

c . Pembentukan Dana Cadangan 

1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai 

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang 

tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan 

daerah kecuali dari: 

a. DAK; 

b. pinjaman daerah; dan 

c. penenmaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri clan 

dikelola oleh PPKD selaku BUD. 

5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang pembentukan dana cadangan. 

6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran 

pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 

7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan 

sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana 

cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan 

dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana 

cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening 

dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran 

pelaksanaan dana cadangan. 

8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan 

ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan 

DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentanE! APRn. 



d. Pemberian Pinjaman Daerah 

1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan 

pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik 

negara, koperasi, dan/ atau masyarakat. 

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan DPRD. 

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan 

PPAS. 

4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah 

diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan peru.ndang-undangan. 

4. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto 

Pembiayaan neto: 

a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran 

pembiayaan. 

b. digunakan untuk menutup defisit anggaran. 

F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT 

Ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut: 

1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 

2. Surplus APBD meru.pakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 

3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 

4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk 

pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan peru.ndang-undangan. 

5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari 

penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal Daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan 

pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam 

pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian. 

8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD 

dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai 

dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran. 

10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas 

maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan 

Agustus untuk tahun anggaran berikutnya. 

11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada 

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi 

penundaan penyaluran Dana Transfer Umum. 

13. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian 

defisit APBD Kabupaten berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif 

defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing- masing Daerah 

yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

14. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD. 

15. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto. 

16. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan 

dengan pengeluaran Pembiayaan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 
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1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun 

sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk 

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk 

menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. pinjaman daerah; dan 

e . penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun 

anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang 

ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan. 

4. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit 

APBD pada tahun berikutnya. 

5. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan 

penyaluran dana transfer umum. 

G. KETENTUAN SILPA 

1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) 

tahun berkenaan bersaldo nihil. 

2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah 

Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, 

kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, 

kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran 

pembiayaan. 

3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah 

Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran 

pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan 

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau 

pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan. 
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BAB III 

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

A. KUA DAN PPAS 

1. Ketentuan Umum KUA dan PPAS 

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip: 

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan 

daerah; 
b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 

c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; 

d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan 

penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program 

prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah. 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS 

sebagai berikut: 

a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan 

APBD. 

b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah 

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang 
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keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara 

lain: 

1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan 

pemerintah dengan Pemerintah Daerah; 

2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 

berkenaan; 

3) teknis penyusunan APBD; dan 

4) hal-hal khusus lainnya. 

c. Rancangan KUA memuat: 

1) kondisi ekonomi makro daerah; 

2) asumsi penyusunan APBD; 

3) kebijakan Pendapatan Daerah; 

4) kebijakan Belanja Daerah; 

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit 

dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi 

penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan 

belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. 

d. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: 

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan 

untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan 

prioritas dan program nasional yang tercantum dalam 

rencana kerja Pemerintah Pusat dan prioritas serta Program 

Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah 

Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten; dan 

3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran 

sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub 

kegiatan. 

e. Sub kegiatan dapat dianggarkan: 

1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan 

tahun jamak. 

f. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum 

dalam RPJMD. 

g. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit 

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang 

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 
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1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih 

dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; 

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya 

harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan 

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya 

hams tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, 

antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan 

perintis laut/ udara, makanan dan obat di mmah sakit, 

pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa 

pelayanan ke bersihan ( cleaning seroice). 

h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas 

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang 

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA clan 

PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun 

Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, 

kecuali kegiatan Tahun Jamak dimaksud mempakan prioritas 

nasional dan/ atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, 

kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

dan pemutakhirannya. 

J. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, 

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS 

sebagai berikut: 

a. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada 

DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan 

disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. 

b. Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/ sub 

kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang 

tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD 

dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. 
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c. Penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru terse but sepanJang 

memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Agustus. 

e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD 

menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA 

SKPD. 

f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat: 

1) nama Kegiatan; 

2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 

3) jumlah anggaran; dan 

4) alokasi anggaran per tab un. 

h. Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, 

Wakil Bupati bertugas untuk: 

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada 

DPRD; dan 

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan 

PPAS. 

i. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berha langan tetap atau 

sementara, Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/ pelaksana 

tugas Bupati bertugas untuk: 

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada 

DPRD; dan 

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan 

PPAS 

J. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas 

pimpinan DPRD bertugas un tuk menandatangani nota 

kesepakatan KUA dan PPAS. 

k. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan 

KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak 

rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, 
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Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan 

PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama 

antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

penmdang-undangan. 

3. Ke ten tuan Pelaksanaan 

a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan 

APBD diuraikan se bagai berikut: 

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan 

data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat 

dalam RKPD; 

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan 

data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator 

kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD. 

b. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

kepada DPRD. 

c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan 

rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan 

rancangan KUA dan rancangan PPAS. 

d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan 

hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. 

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota 

kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati 

dengan Pimpinan DPRD. 

4. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS 

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 

yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS 

antara lain sebagai berikut: 

a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA); 
b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 
c. Nata Kesepakatan KUA; 
d. Nata Kesepakatan PPAS; 
e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak; 
f. Serita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan. 
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a. Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A DAERAH (KUA) 

TAHUN ANGGARAN .... 

I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 
1.2. Tujuan penyusunan KUA 
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA 

JI. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah 
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah 

I11. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan 

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan 
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan 

VII. STRATEGI PENCAPAIAN 
Pada bab mi memuat langkah konkret dalam mencapai target. 

VIIl PENUTUP 
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala 
Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD 
Demikianlah Kebijakan Umurn APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam 
penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan 

..... .. ...... T a nggal, . .. ......... . .. . . 
Pimpinan DPRD Bupati Musi Banyuasin 

[~~) 

Nama Nama 
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b. Ilustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 

TAHUN ANGGARAN .... 

I. PENDAHULUAN 

II. RENCANA PENERIMMN DAERAH 

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH 

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN 

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 

V. REN CANA PEMBIAY MN DAERAH 

VI. PENUTUP 

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 

.... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun Rancangan APBD TA . . . . . Pada Bab ini juga berisikan 

kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD 

terhadap PPAS. 

. .... .. . ..... Tanggal, ................ . 
HmpnanDPRD Bupati Musi Banyuasin 

Nama Nama 
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KODE 

1 
4. 

4.1. 
4. 1.01. 
4.1.02. 

4.1.03. 

4.1.04. 

4.2. 
4.2.01. 
4.2.02. 

4.3. 

4.3.01. 
4.3.02. 

4.3.03. 

6.1. 

6. 1.01. 

6.1.02. 

6.1.03. 

6.1.04. 

6.1.05. 

6.1.06. 

TABEL 2.1 
RENCANA PENERIMAAN DAERAH 

Tahun Anggaran .... 

PENERIMAAN DAERAH 

2 
PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLIDAERAH 
Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 
Lain-Lain PAD Yang Sah 

PENDAPATAN TRANSFER 
Pendanatan Transfer Pemerintah Pusat 
Pendapatan Transfer Antar Daerah 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 
Dana Darurat 

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAY AAN 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnva 
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
Penerimaan Pinjaman Daerah 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
Daerah 
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAY AAN 

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 
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No 

1 

No 

1 

TABEL 3.1 
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA SELATAN 

DAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 

Prioritas Pembangunan Nasional Program lndikator Kinerja SKPD Pelaksana 

2 3 4 5 

TABEL 3.2 
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINS! SUMATERA SELATAN 

Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana 

2 3 4 5 
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6 

Keterangan 

6 



TABEL 3.3 
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH 

No 
Prioritas Pembangunan 

Sasaran Prioritas Program 
Indikator 

SKPD Pe laksana 
Jumlah 

Keterangan 
Prov/Kah Kinerj a (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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TABEL3.4 
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA B ERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFON 
ANGGARAN 

PRAK.IRAAN MAJU 
No. lndikator Kinerja Indikator Kinerja In dikator Kinerja Lokasi 

SEMENTARA 
KET 

Program 
Hasil Target 

Kegiatan 
Keluaran Target 

Sub Kegiatan 
Keluaran Sub Target 

Sub 
(Rp) 

Kegiatan N+ l N+2 
Program Caoaian Kegiatan Capaian Kegiatan Caoaian 

l. 1. Urusan 
wajibyang 
berkaitan 
dengan 
pelayanan 
dasar 

1.01 
Pendidikan 

x.xx.xx. 
Program ... 

x.xx.xx.x.xx 
. Kegiatan 

x.xx.xx.x.xx.xx. Tinggi ......... . ........ . . . . . . . . . ········· Sub Kegiatan ... ········· ········· ········· 
... 

x.xx.xx.x.xx 
. Kegiatan 

x.xx.xx.x.xx.xx. Menengah ......... .......... ......... . ........ Sub Kegiatan ... 
. ........ . ......... . ........ 

... 

1.03 
Pekerjaan 
Umumdan 
Penataan 
Ruang 

x.xx..xx. 
Program ... 

x.xx.xx.x.xx 
. Kegiatan 

x.xx.xx.x.xx.xx. Tinggi ········· ......... ········· ......... 
Sub Kegiatan ... 

. ......... .......... . ........ 
... 

2. Dst 
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TABEL 4.1 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN 
PROGRAM/KEGIATAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PLAFON 
ANGGARAN 

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA 
fRnl 

1 2 3 

1. 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

1,-,C'Dl/"AM'All.l 

1.01. PENDIDIKAN 
1.01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prol!ram ... 
1.01.x-x.x-x.x- Keoiatan ... 
1.01.x-x.x-x.x- Sub Ke11iatan ... 

Dst ... 

1.02. KESEHATAN 
1. 02 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proaram ... 
1.02.x-x.x-x.x- Ke11iatan ... 
1.02.x-x.x-x.x- Sub Kel!iatan ... 

Dst ... 
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
1.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
1. 03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro.l!"ram ... 
1.03.x-x.x-x.x- Ker>"iatan ... 
1.03.x-x.x-x.x- Sub Keuiatan ... 

Dst ... 

1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
1. 04 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
1. 04 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prol!ram ... 
1.04.x-x.x-x.x- Keaiatan ... 
1. 04 .x-x.x-x.x- Sub Keuiatan ... 

Dst ... 

1.05. 
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

1.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prosuam ... 
1.05.x-x.x-x.x- Keoiatan ... 
1.05.x-x.x-x.x- Sub Kel!iatan ... 

Dst ... 

1.06. SOSIAL 
1.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prouram .. . 
1.06.x-x.x-x.x- Keuiatan ... 
1.06.x-x.x-x.x- Sub Keaiatan ... 

Dst ... 

2. 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR 

2.07. TENAGA KERJA 
2.07 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.07 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro"ram ... 
2.07.x-x.x-x.x- Kei,iatan ... 
2.07.x-x.x-

IV V-
Sub Kegiatan ... 

Dst ... 

2.08. 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

IDM'"DT Tl\JT\TTl\ln.-\N A NAK 

2.08.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prouram ... 
2.08.x-x.x-x.x- Keuiatan ... 
2.08.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
Iv v. 

Dst ... 
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2.09. PANGAN 
2.09.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proaram ... 
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keuiatan ... 
2.09.x-x.x-
IVY-

Sub Kegiatan ... 

Dst ... 

2.10. PERTANAHAN 
2.1 0.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.1 0.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proaram ... 
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keuiatan ... 
2.10.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
V V

0 

Dst ... 

2.11. LINGKUNGAN HIDUP 
2.11.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proaram ... 
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keaiatan ... 
2.11.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
Iv v. 

Dst ... 

2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 
ID'li'1\li'll.'T'4'T'A N ~TPTT 

2.12.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2 .12 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proirram ... 
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke"'iatan ... 
2.12.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
lvv_ 

Ost ... 

2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
2 .13 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keviatan ... 
2.13.x-x.x-

Iv v. 
Sub Kegiatan ... 

Dst ... 

2.14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
IUM'I TT,\J;>r.,A I-< li'll.1\14. 

2.14.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.14 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proaram ... 
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx . Ke11iatan ... 
2.14.x-x.x-
IY Y. 

Sub Kegiatan ... 

Dst ... 

2.15. PERHUBUNGAN 
2.15.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proi,ram ... 

. Keiriatan ... 2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx 
2 .15.x-x.x-
IVY-

Sub Kegiatan ... 

Dst ... 

2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
2 .16 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prouram ... 
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx . Keuiatan ... 
2.16.x-x.x- Sub Kegiatan ... 

Iv v. 

Dst ... 

2.17. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 
2.17.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.17 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proaram ... 
2.17 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx . Ke11iatan ... 
2.17.x-x.x-
lvv-

Sub Kegiatan ... 

Dst ... 
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2 .18. PENANAMAN MODAL 
2.18.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prol!ram ... 
2 .18.x-x.x-x .x-x.xx.xx.x.xx. Keiziatan ... 
2 .18.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
lvv-

Ost ... 

2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
2.19.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.19 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. ProR:ram ... 
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kelliatan ... 
2 .19.x-x.x-
vv_ 

Sub Kegiatan ... 

Ost ... 

2.20. STATISTIK 
2.20. x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proe:ram ... 
2 .20. x-x.x-x.x- Kee:iatan ... 
2.20. x-x.x- Sub Kegiatan .. . 
v v-

Ost ... 

2.21. PERSANDIAN 
2.21.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro11:ram ... 
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kelliatan ... 
2 .21.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
IV V. 

D st ... 

2 .22. KEBUDAYAAN 
2 .22.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2 .22.x-x.x-x.x-x.xx.xx. ProP-ram ... 
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke12:iatan ... 
2.22.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
IVY-

Dst ... 

2 .23. PERPUSTAKAAN 
2.23.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro1'"ram ... 
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kel!iatan ... 
2.23.x-x.x- Sub Kegiatan ... 

Iv v_ 

Ost ... 

2.24. KEARSIPAN 
2.24.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro11:ram ... 
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kell:iatan ... 
2.24.x-x.x- Sub Kegiatan .. . 

lvv. 

Dst ... 

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN 
3.25.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prol!ram ... 
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kematan .. . 
3.25.x-x.x-

Sub Kegiatan .. . 
IVV-

Dst ... 

3.26. PARIWISATA 
3.26.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prollram ... 
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke11:iatan ... 
3.26.x-x.x- Sub Kegiatan ... 

IV V-

Dst ... 
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3.27. PERTANIAN 
3.27 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.27 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro11:ram ... 
3.27 .x-x.x-x.x- Kee:iatan .. . 
3.27.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
lvv. 

Ost ... 

3.28. KEH UTAN AN 
3.28 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program .. . 
3.28.x-x.x-x.x- Kee:iatan .. . 
3.28.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
lvv. 

Ost ... 

3.29. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
3.29 .x-x.x-x.x-x.xx. Oinas ... 
3.29 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro11:ram ... 
3.29.x-x.x-x.x- Kee:iatan ... 
3.29 .x-x.x-

Sub Kegiatan .. . 
V V. 

Ost ... 
3 ~n. PERDAGANGAN 
3.30.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
3.30.x-x.x-x.x- Kee:iatan .. . 
3.30.x-x.x-

Sub Kegiat an ... 
lvv. 

Ost ... 

3.31. PERINDUSTRIAN 
3.31.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ... 
3.31.x-x.x-x.x- Kee:iatan .. . 
3.31.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
1 .... v. 

Ost . .. 

3.32. TRANSMIGRASI 
3. 32.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ... 
3. 32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proe:ram ... 
3.32.x-x.x-x.x- Kee:iatan ... 
3.32.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
V v. 

Ost ... 

4 . UNSUR PENOUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 
4.01. SEKRETARIAT DAERAH 
4.01.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Daerah 
4.0 l .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proe:ram ... 
4 .01.x-x.x-x.x- Kelriatan ... 
4.01.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
lv v . 

Dst ... 

4 .02. SEKRETARIATDEWAN PERWAKILAN 
IR,\KVA'T' n.11.-,,,nl\u 

4. 02.x-x.x-x.x-x.xx. Selrretariat DPRD 
4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro2ram ... 
4 .02.x-x.x-x.x- Kee:iatan ... 
4 .02.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
Iv v . 

Dst ... 

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

5.01. PER EN CANAAN 
5.0 l .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 
5.01 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proe:ram ... 
5.01.x-x.x-x.x- Ke11:iatan ... 
5.01.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
vv. 

Dst ... 
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5.02. KEUANGAN 
5.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proe:ram ... 
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke2iatan ... 
5.02.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
Iv v_ 

Dst ... 

5.03. KEPEGAWAIAN 
5.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan /Kantor ... 
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proe:ram ... 
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke2iatan ... 
5.03.x-x.x- Sub Kegiatan ... Iv v_ 

Ost ... 

5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
5. 04 ,x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Bad:-:in !Kantor ... 
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prmrram ... 
5. 04 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kesziatan ... 
5.04.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
V V-

Ost ... 

5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
5.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 
l."i.05 x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prol!ram ... 
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke2iatan ... 
5.05.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
Iv~-

Ost ... 
5.06. PENGHUBUNO 
5.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor .. . 
!';,06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro2ram ... 
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke11:iatan ... 
5.06.x-x.x- Sub Kegiatan ... 

Iv v_ 

Dst ... 

5.07. PENGELOLAAN PERBATASAN 
5.07 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ... 
5.07 .x-x.x-x.x-x.xx.vv, Proe:ram ... 
5.07 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke2iatan ... 
5.07.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
IYY-

Ost .. 

6. UNSUR PENGAWAS 

6.01. UNSUR PENGAWAS 
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. Insoektorat 
6.0 l .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proe:ram ... 
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keiziatan .. . 
6.0 l .x-x.x- Sub Kegiatan ... ·-~-

Dst ... 

7. UNSUR KEWIT 4 YAHAN 
7.01. KECAMATAN 
7 .0 l .x-x.x-x.x-x.xx. Kecamatan ... 
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro2ram ... 
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx . Kerriatan ... 
7 .01.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
Iv v. 

Dst ... 

7.02. KOTA ADMINS1'RAS1 
7 .02.x-x.x-x.x-x.xx. Kota ... 
7 .02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro2ram ... 
7. 02 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx . Kee:iatan ... 
7 .02.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
Iv v . 

Dst ... 

75 



7.03. KABUPATEN ADMINSTRASI 
7 .03.x-x.x-x.x-x.xx. Kabuoaten ... 
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proa:ram ... 
7 .03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kelri.atan ... 
7.03.x-x.x-

Sub Kegiatan ... ,---
Dst ... 

8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
8.0 l .x-x.x-x.x-x.xx. Kesatuan Banszsa Dan Politik ... 
8.01.x-x.x-x.x-x.xx xx. Proszram ... 
8.0 l .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keiziatan ... 
8.01.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
Iv v. 

Dst ... 

9. URUSAN KEKHUSUSAN 
9.01. PANIRADYA KAISTIMEWAN 
9.01 ,x-x.x-x.x-x.xx. Paniradva Kaistimewan ... 
9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro2ram ... 
9.0 l .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke!'.!iatan ... 
9.01.x-x.x- Sub I<egiatan ... 
-v. 

Dst ... 

9.02. SYARIAT ISLAM ACEH 
9. 02 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas Svariat Islam Aceh ... 
9. 02 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pro1Zram ... 
9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke1Ziatan ... 
9.02.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
Iv v. 

Dst ... 

9.03. SEKRETARIAT MAJELIS 
l'PRRMTTQVAWARA'T'AN lTT.AMA IM'PT!l 

9.03.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 
,. --- ., 

9 .03 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Proizram ... 
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. KelZiatan ... 
9.03.x-x.x- Sub Kegiatan ... ---

Dst ... 

9.04. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 
9. 04 .x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Maielis Adat Aceh ... 
9 .04.x-x.x-x.x-x:xx.xx. Pro1Zram ... 
9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x,YY. Ke1Ziatan ... 
9.04.x-x.x-

Sub Kegiatan ... 
,VY. 

Ost ... 

9.05. SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH 
9.05.x-x.x-x.x-x.xx. I Sekretariat Baitul Mal Aceh ... 
9. 05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. PrO(!TaJn ••. 

9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Keiziatan ... 
9.05.x-x.x-

--- Sub Kegiatan ... 

Ost ... 

9.06. SEKRETARIAT BAOAN REINTEGRASI ACEH 
9.06.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Badan Reintesrrasi Aceh ... 
9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pros,ram ... 

. Ke11iatan ... 9 .06 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx 
9.06.x-x.x- Sub Kegiatan ... 
IVV. 

Dst ... 
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TABEL 4.2 
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja 

NO. 
URAIAN PLAFON ANGGARAN 

(Rp.) 
1 Belanja Operasi 

a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Bunga 
d. Belanja Subsidi 
e. Belanja Hibah 
f. Belanja Bantuan Sosial 

2 Be lan_j a Modal 
a. Belanja Modal Tanah 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 
e . Belania Modal Aset Tetap Lainnya; 
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwuiud; 

3 Belanja Tidak Terduga 
4 Belanja Transfer 

a. Belanja Bagi Hasil 
b. Belanja Bantuan Keuangan 

TOTAL 

TABEL 5.1 
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN 

PLAFON ANGGARAN 
NO. URAIAN SEMENTARA 

(Rp.) 
PEMBIAY AAN DAERAH 

6.1. Penerimaan Pembiayaan 
6.1.01. Sisa Lel:ih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 
6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dioisahkan 
6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 
6.1.05. Penerimaan Kemhili Pemterian Pinjaman Daerah 

6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 
6.2.01. Pemrentukan Dana Cadangan 
6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 
6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 
6.2.04. Pemrerian Pinj aman Daer ah 

6.2.05. 
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-ndangan 

Jumlah Pe ngeluaran i:embiayaan 
Pembiayaan Neto 

c. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA 
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NOTA KESEPAKATAN 
ANTARA 

PEMERINTAH K.ABUPATEN MUSI BANYUASIN 
DENGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

NOMOR. ........ . 
TANGGAL ....... . 

TENTANG 
KEBIJAKAN UMUM 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 

Yang bertanda ta.ngan di bawah ini: 

1. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

Bupati Musi Banyuasin 

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 
2. a. Nam.a 

Jabatan 
Alamat Kantor 

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 

b. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 

c. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 

d. Dst ........... .. 
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama 
Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagi:u PIHAK. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD 
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas 
dan plafon anggaran sementara APBD TA .... 

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD 
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
clan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... , Kebijakan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas clan Plafon Anggaran 

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran .. .. 

Bupati Musi Banyua:ilil 
Selaku, 

Pihak Pertama 

(i) 
Nama 
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.... ... Tangg:al, ......... . 
Pimpina:n. DPRD 

Kabupat.en Musi Banyuasin 
Selaku, 

Pibak Kedua 

(i) 
Nama 
Ketua 

Nama 
Wakil Ketua 

Nama 
WakilKetua 



d. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS 

NOTA KESEPAKATAN 
ANTARA 

PEMERINTAH KABU PATEN MUSI BANYUASIN 
DENGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

NOMOR. ........ . 
TANGGAL ...... . . 

TENTANG 
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

TAHUN ANGGARAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama 

Jabatan Bupati Musi Banyuasin 

2. 

Alam at Kan tor 

bertindak selaku dan atas 
a. Nama 

Jabatan 
Alamat Kantor 

b. Nama 
Jabatan 
Alam at Kantor 

c. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin 

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS ) yang disepakati 
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA ........... .... . . 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah 
Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA ... , para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 
. .. , Prioritas belanja dacrah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintaha n Dan 
Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA ... 

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam 
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. 

Demikianlah Nota Kesepa katan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... . 

Bupati Musi Banyuasin 
Selaku, 

Pihak Pertama 

~ 
Nama 
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....... Tanggal, ..... .... . 
Pimpinan DPRD 

Kabupaten Musi Banyuasin 
Selaku, 

Pihak Kedua 

~ 
I~ 

Nama 
Ketua 

Nama 
Wakil Ketua 

Nama 
Wakil Ketua 



e. lustrasi Nata Kesepakatan Tahun Jamak 

NOTA KESEPAKATAN 
ANTARA 

BUPATI MUSI BANYUASIN 
DENGAN 

DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

NOMOR. ........ . 
TANGGAL ....... . 

TENTANG 
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK 

(NAMA PEKERJAAN) 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama ... .. ...... .... ...... . .. . ......... . 

Jabatan Bupati Musi Banyuasin 
Alamat Kantor 

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 
2 . a. Nama . ........ .. ... ........ . .. .... . .... . 

Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 
Alamat Kantor 

b . Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

c. Nama 
Jabatan 
Alamat Ka ntor 

d. Dst . ......... .. . 

Ketua DPRD Kabup a ten Musi Banyuasin 

Ke tua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 

sebagai Pimpinan DPRD berti.ndak selaku d an atas nama Dev.,an Perwakilan Rakyat 
Daerah .Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai PU-IAK 

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun 

Jarnak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun ... , Tahun ... dan {Tahun Seterusnya) yang 

BAB I DASAR 

HUKUM 

Pasal 1 

(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi 

u ntuk sub kegiatan tahun jamak. dimak.sud 

BAB II MAKSUD DAN 

TUJUAN 

Pasal2 

.Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah: 

(1) ..... .. ................... . 

(2) ......................... . . 

(3) ... ............. .......... . 

(4) .......................... . 

(5) dst 

(Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini) 
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BAB III 
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK 

Pasal 3 
Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan), yang 

(1) Biaya pekerjaan ............... dengan pagu senilai Rp ...... .. ....... (terbilang); 

(2) Biaya pekerjaan ............... dengan pagu senilai Rp ...... ......... (terbilang); 

(3) Dst 

Pasal 4 

(1) Dana anggaran kegiatan/ sub kegiatan tahun jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

(2) Jumlah anggaran kegiatan/ sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp ... (terbilang). 

(3) Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut: 

1) Tahun ... senilai Rp ... (terbilang); 

2) Tahun ... senilai Rp ... (terbilang); 

3) dst 

b. Biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut: 

1) Tahun ... senilai Rp ... (terbilang); 

2) Tahun ... senilai Rp ... (terbilang); 

4) dst. 

c. Dst. 

BAB IV 
PELAKSANAANPEKERJAAN 

Pasal 5 

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

digunakan untuk kegiatan/ sub kegiatan dari Tahun ... , Tahun ... dan Tahun ... 

BABV 
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK 

Pasal 6 

(1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Dinas ... ..... .. Kabupaten Musi Banyuasin 

(1) .......................... . 

(2) .......... ... ............. . 

(5) dst 

BAB VI 
PENYESUAIAN HARGA 

Pasal 7 
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BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, 
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan PIHAK 

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing 
roempunyai kekua tan hukum yang sama. 

Bupati Musi Banyuasin 
Selaku, 

Pihak Pertama 

(i) 
Nama 
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. ...... Tanggal, ........ . . 
Pimpinan DPRD 

Kabupaten Musi Banyuasin 
Selaku, 

Pihak Kedua 

(i) 
Nama 
Ketua 

Nama 
Wakil Ketua 

Nama 
Wakil Ketua 



f. Ilustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan 

BERITA ACARA KESEPAKATAN 
ANTARA 

BUPATI MUSI BANYUASIN 
DENGAN 

KETUA DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
NOMOR. ........ . 
TANGGAL. ...... . 

TENTANG 
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU 

PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD 
TAHUN ANGGARAN .... 

Yang bertandatangan dibawah ini; 

1. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

Bupati Musi Banyuasin 

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Ka bu paten Musi Banyuasin 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 

bertindak selaku dan atas nama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka.bupaten 
Musi Banyuasin 

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan ba:n.l pada KUA 
dan PPAS TA...... yang tidak terdapat dalam RKPD Ka.bu paten Musi Banyuasin TA .......... yang 
selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam 
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Serita Acara 
Kesepakatan ini. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) 
Peraturan Bupati Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, maka pada hari ini .. . tanggal ... bulan . .. tahun ... , dibuatlah Berita Acara 
Kesepakatan ini. 

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan de..n Belanja Daerah (APBD) TA .......... . 

Bupati Musi Banyuasin 

Nama 
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............. Tanggal, ... ............. . 
Ketua DPRD 

Kabupaten Musi Banyuasin 

Nama 



LAMPIRAN 
Berita Acara Kesepak:atan N omor . ... .............. Tanggal ......... ..... .. . 

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 
PLAFON PRAKIRAAN 

Kode/ lndikator Kinerja Indikator Kinerja lndikator Kinerja 
Lokasi ANGGARAN MAJU 

No. Urusan/Sub 
Hasil Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran 

Target Sub SEMENTARA Ket Urusan/ 
Program Capaian Kegiatan Capaian Sub 

Capaian Kegiatan (Rp) 
N+l N+2 

Organisasil Kegiatan 
1. 1. Urusan wajib 

yang berkaitan 
dengan 
pelayanan dasar 

1.01 Pendidikan 
x .xx.xx. 
Program ... 

x.xx.xx.x.xx.xx. x.xx.xx.x.xx. 
Sub Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Kegiatan .. . . . . . . . . . . ......... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ......... . ....... 
. .. 

x.xx.xx.x.xx.xx. x.xx.xx.x.xx. 
Sub Kegiatan Kegiatan ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . .. ......... • • • • • ■ ... ■ ......... . ....... 
. .. 
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1.03 Pekerjaan 
Umumdan 
Penataan Ruang 

x.xx.xx. -
PrOf!ram ... 

-

x.xx.xx.x.xx.xx. 
x.xx.xx.x.xx. 
Kegiatan ... 

Sub Kegiatan 
. .. 

2. Ost ......... . ..... .... ········· ......... . ........ -........ . .... ..... . ........ . ........ ········· 
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B. RKASKPD 

1. Ketentuan Umum RKA SKPD 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait RKA- SKPD sebagai 

berikut: 

a. Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD 

diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA 

clan rancangan PPAS disepakati. 

b. Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat: 

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang terkait; 

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, 

kegiatan dan ~ub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan 

dan penerimaan pembiayaan; 

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan 

4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode 

rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, 

standar satuan harga, RKBMD dan ke bijakan penyusunan 

APBD. 

c . Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan 

anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan 

penerimaan pembiayaannya, antara lain: 

1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, 

dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber 

pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi; 

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, 

dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber 

pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus 

berkenaan; 

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, 

dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber 

pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan 

bermotor /pendapatan bagi hasil berkenaan. 

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, 

dan sub kegiatan terkait penunjang urusan Pemerintah Daerah 

sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi 

umum. 
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cl. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA clan PPAS, 

serta mengacu pada Surat Eclaran Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD. 

e. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, Kepala SKPD 

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub 

kegiatan 2 (clua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 

semester pertama tahun anggaran berjalan. 

f. Proses penyusunan RKA-SKPD menganclung informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 

g. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai 

dengan jaclwal clan tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati 

tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap 

tahun. 

h. RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan 

pendekatan: 

1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah 

dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara 

bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju 

berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun 

anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang 

direncanakan. 

2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan 

seluruh proses perencanaan dan penganggaran di 

lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana 

kerja dan anggaran. 

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan: 

a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang 

diharapkan dari sub kegiatan; 

b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 

i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan 

penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada: 
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1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang 

akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil; 

2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang 

akan dicapai dari keadaan semula dengan 

mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan 

efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan 

sub kegiatan; 

3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari 

suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur; 

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran 

atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu sub kegiatan; 

5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan 

jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan 

mempertimbangkan standar harga satuan regional; 

6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan 

barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang 

paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan 

pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan 

7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja 

dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang rnerupakan urusan pemerintahan wajib yang 

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

J. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan 

pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 

penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja 

serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD 

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub 

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 

semester pertama tahun anggaran berjalan. 

k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum 
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diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau 

diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun 

berikutnya dari tahun yang direncanakan. 

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA

SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, 

dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi 

pada masing-masing SKPD. 

n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer 

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 

o. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada: 

1) SKPKD; 

2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola 

pengelolaan keuangan BLUD; 

2. Ketentuan Dokurnen RKA SKPD 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait dokumen RKA

SKPD sebagai berikut: 

a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 

b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan 

maju untuk tahun berikutnya. 

c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima 

oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Rencana belanja memuat informasi mengenai: 

1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan 

daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 

2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA, 

3) standar harga satuan, 
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4) RKBMD, 

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, 

tolok ukur kinerja, clan sasaran kinerja yang akan dicapai 

dari program, kegiatan dan sub kegiatan. 

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan 

SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan 

SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan 

menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian 

objek. 

e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok: 

1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan 

menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek 

penerimaan pembiayaan. 

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing 

diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek pengeluaran pembiayaan. 

3. Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan lainnya terkait RKA

SKPD sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran 

akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan 

mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar 

KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD. 

b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan 

tahun terakhir untuk pencapa1an prestasi kerja yang 

ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun 

yang direncanakan. 

c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata 

kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD 

disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait. 
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d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/ Unit SKPD 

yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan 

kode rekening APBD. 

4. Ketentuan Pelaksanaan 

a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD. 

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi. 

c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan 

RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA

SKPD. 

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS 

serta SE KOH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 

mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait 

Dokumen RKA-SKPD di atas. 

e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai 

bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

5. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD 

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan 

kebutuhan yang disajikan setia p tahun dalam ketentuan peraturan 

perunda ng- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD 

disajikan sebagai berikut: 
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KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
(RKA-SKPD) 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG URUSAN 
ORGANISASI 

Pengguna Anggaran 

a. Nama: ................. . 

b. NIP : ................. . 

c. Jaba tan : ......... ... ..... . 

Kode 

RKA-PENDAPATAN S KPD 

RKA-BELANJA SKPD 

RKA-PEMBIAYAAN SKPD 

Ringkasan APBD 

Rekapitulasi Belanja per uru san 

TAHUN ANGGARAN ... 

: X ............. . ... . . 

: x.xx .................. . 
: x.xx.xx ........... ...... .. 

Nama Formulir 

Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 

Rincian Anggaran Belanja S KPD 

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD 

RKA REKAPITULASI *) 

Rekapitulasi Belanja per urusan dan program 

Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan 

Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja 

Disetujui oleh, 

Pengguna Anggaran 

Nama 
NIP: .... ..... . 

Keterangan: 

Disiapkan oleh , Sub 
Bagian Program 

i) 
Nama 

NIP: ...... ... . 

*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat 

disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan. 
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Halaman .... .. .... .. 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

SATIJAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
Kabupaten Musi Banyuasin RKA -

Tahun Anggaran .. . SKPD 

Organisasi : x.xx.xx , ... ,, ............. 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode Jumlah 

Rekening 
Uraian 

(Rp) 

1 2 3 
Pendapatan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah 
Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil penge lolaan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang 

Pendapatan Transfer 
Transfer Pmerintah Pusat 
Transfer Antar Daerah 

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 
Hibah 
Dana darurat 
Lain-lain pendapatan sesuai dengan 
ketentuan oerundang-undangan 

Belanja Dae rah 
Belanja Ope rasi 

Belanja pegawai 
Belanja barang dan jasa 
Belanja bunga 
Belanja subsidi 
Belanja hibah 
Belanja bantuan sosial 

Belanja Modal 
Belanja modal tanah 
Belanja modal peralatan dan mesin 
Belanja modal gedung dan bangunan 
Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi 
Belanja moda l aset tetap la innya 
Belanja modal aset tidak berwujud 

Belanja Tidak Terduga 
Belanja tidak terduga 

Belanja Transfer 
Belanja bagi hasil 
Belanja 1:antuan keuangan 

Surplus/ (Defisit) 
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Pembiayaan Daerah 
Penerimaan Pembiayaan 

SilPA 
Penca.iran dana cadangan 
Hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan 

Penerimaan pinjaman daerah 
Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
daerah 
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 

Pengeluaran Pembiayaan 
Pembentukan dana cadangan 
Penyertaan modal daerah 

Pembayaran cicilan pokok utang yang 
jatuh tempo 

Pemberian pinjaman daerah 

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan 

Pembiayaan Neto 

......... ,tanggal ......... 
Kepala SKPD 

(i] 
Nama 

NIP: ... ....... 
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Halam.an ........... . 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI 
Kabupaten Musi Banyuasin RKA-BELANJA 

Tahun Anggaran ... SKPD 
Organisasi : x.xx.xxx ... ... .... .... .... 

Rekapitulasi Ang1 aran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan 

Kode Jumlah 
Tahun n 

@ § s ~ .o B Uraian 
Sum b er 

Lokasi Belanja 
.0 ro Dana Tahun- 1 Belanja Belanja Belanja Tahu.n+l rn ::s (I) 6h ::s -~ Tidak Jumlah ;:j 2 .... 

.... 00 0 bO U) 0.0 Operasi Modal 
Terduga 

Transfer 
:::> ;:J .... CL) CL) 

0.. ~ ~ 

Urusan ... 
Bidang Urusan . .. 
Program ... 
Kelriatan ... 
Sub Kegia tan .... 
dst .. . 
Kelriatan .. . 
dst ... 

Urusan ... 
Bi dang Urusan ... 

Proeram ... 
Kegiatan ... 

Sub Kegia tan .... 
dst ... 
Kegiatan ... 
dst ... 
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Urusan ... 
Bidang Urusan ... 
Program .. . 
Kegiatan ... 
Sub Kegiatan .... 
dst ... 
Kegiatan ... 
dst ... 

Jumlah 

...... ... ,tanggal ....... .. 
Disiapkan oleh, 

Kepala SKPD 

~ 
Nama 

NIP: .......... 
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Halaman ............ . 

:,'4"" _ _ ,,.,,. ,,~. 

M'A(}~#"-.JV'~-A/~M..,.,r;.~ 

! • ! RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
Formulir RKA-

l ; ~ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
~ t ( Kabupaten Musi Banyuasin BELANJA 
I SKPD t-.Jlp(l~J<,(; , Tahun Anggaran .. . 

' 
Rincian Anggaran Be lanja Menurut Program clan Kegiatan 

,...~~ ...... ~-.-- ---":;.:: ~ 

Urusan Pe merintah : x ··· ··· ··············· · 
Bidang Urusan : x .xx.xx ........ ......... ... .. 
Program : x.xx.xx ······················ 
Ke giatan : x.xx.xx ············· ········· 
Organisasi : x.xx.xx ................... ... 
Unit : x.xx.xx ·············· ········ 
Alokasi Tahun -1 : Rp. . ... ..... ...... ...... . (terbilang) 
Alokasi Tahun : Rp. .. ........... ......... (terbilang) 
Alokasi Tahun +1: Rp. .. . ..... ..... . .. . ..... [terbilang) 

Indikator clan Tolak Ukur Kinerja Ke iatan 
Indikator Tolak Ukur Ke rja Target Kinerj a 

Masukan 
Keluaran 
Hasil 

Ke lomook Sasaran Kegiatan: ..... ..... .. .. 

Sub Kegiatan : x.xx.xx 
Sumber Pe ndanaan . ··········· 
Lokasi : (Provinsi samoai l:recamatan, Kab samoai Desa/Kelurahan) 
Ke luaran Sub Ke lria : [Kuantitas, de mzan satuan disamakan de ngan/ sub ke giatan) 
Waktu Pe laksanaan : Mulai. .. ... Samoai ........ 
Ke te rangan : 

Rincian Pe rhitungan 
Jumlah Kode Re ke ning Uraian Koe fisinsi Harga 

PPN (Rp) 
/ Volume 

Satuan 
Satuan 

Jumlah An1Z1Zaran Sub Kegiatan 

Sub Kegiatan : x.xx.xx 
Sumber Pe ndanaan : ... .. ... ... 
Lokasi : [Provinsi samoai ke camatan, Kab samoai Desa/ Kelurahan) 
Ke luaran Sub Kegiatan: (Kuantitas, de mran satuan disamakan dengan/ sub ke giatan) 
Waktu Pe laksanaan : Mulai. ..... Sam_IJ_ai ... . .... 
Ke te rangan : 

Rincian Pe rhitun1rnn 
Jumlah Kode Re ke ning Uraian Koe fisie nsi 

Satuan 
Harga 

PPN (Rp) / Volume Satuan 

Jumlah Anggaran Sub Ke giatan 

......... ,tanggal ...... . .. ~,KPD 
I . 

Nama 
NIP: .......... 

Pembahasan 
Tanggal ········ ··• ·· ··· 
Catatan ···· ····· ··· ···· 
1. 
2. 
Dst. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 
r-

2 
t---

dst ' 
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Halaman ........ ....... 
- ~ •= 

• 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Formulir RKA-SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
Kabupaten Musi Banyuasin 

PEMBIAYAAN 

Tahun Anggaran ... SKPD 
- - · . ' ' 

OrRanisasi : x.xx.:xxx 
Rincian Anaaaran Pembiavaan Daerah 

Kode Rekening Uraian 
Jumlah 

(Rp) 

Jumlah Penerimaan Pembiavaan 

Jumlah Pengeluaran Pembiavaan 
Jumlah 

.. ....... ,tanggal ... ...... 
Kepala SKPD 

i] 
Nacna - -

NIP: .......... 

Pembahasan 

Tarnzszal ·· ···· ·· ·· .. ..... 
Catatan ········· ······· 
1. 

2. 

Dst 
Tim Annzaran PernerintHh Daerah: 

No Nama NIP Jabatan Tanda tanRan 

1 
2 

Dst 

C. RANCANGAN PERDA APBD 

1. Ketentuan Umum 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyiapan 

Raperda tentang APBD sebagai berikut: 

a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan 

kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian 

antara RKA SKPD dengan: 
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1) KUA dan PPAS; 

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 

sebelumnya; 

3) dokumen perencanaan lainnya; 

4) capaian Kinerja; 

5) indikator Kinerja; 

6) analisis standar belanja; 

7) standar harga satuan; 

8) perencanaan kebutuhan BMD; 

9) Standar Pelayanan Minimal; 

10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; 

dan 

11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD. 

c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala 

SKPD melakukan penyempumaan. 

d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen 

pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan 

oleh Kepala SKPD. 

f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 

disampaikan kepada Bupati. 

g. Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi, 

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 

dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait dokumen 

Raperda tentang APBD sebagai berikut: 

a. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut: 

1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok clan 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 
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Halaman 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
Kabupaten Musi Banyuasin PENDAPATAN 
Tahun Anggaran .... SKPD 

Organisasi : x.xx.xxx 
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Rincian Pe rhitungan 
Jurnlah 

Kode Rekening Uraian Volume/ 
Satuan 

Tariff 
{Rp) 

Koefisien Harga 

Jumlah 

. 
.... .. ... ,tanggal. ... ..... 

Kepala SKPD 

(i 
Narna 

NIP: ..... ..... 

Pembahasan l 
Tane:e:al : ............... I 

Catatan : .......... . .... 
1. I 
2. 
Ost I 

Tim Arn e:aran Pemerintah Dae rah: I 
No Narna NIP Jabatan Tanda tangan 

1 

2 

Ost 
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3} rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, 

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan 

berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 

a} rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, progratr.. beserta 

hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan 

beserta keluaran; 

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

c} Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 8PM; 

d) Sinkrcnisasi Program pada RPJMD dengan R9..ncangan 

APBD; 

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Daerah. 

5) lnformasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi 

pada Perda APBD antara lain: 

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

b) daftar piutang daerah; 

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 

lainnya; 

d) daftar perkiraan pcnam bahan dan pengurangan aset 

tetap daerah dan aset lain-lain; 

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 

f} daftar dana cadangan; 

g) daftar pinj aman daerah. 

b. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas 

nota keuanga.n dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD. 

c. Rancangan Pierda tentang APBD memuat informasi kinerja 

berdasarkan sasaran . capaian kinerja dan indikator kinerja 

masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. 
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3. Ketentuan Pela.ksanaan 

a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah 

disusun oleh Kepala SKPD. 

b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD 

untuk melakukan penyempurnaan. 

c. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan 

dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah 

disempurnakan oleh Kepala SKPD. 

d. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang 

telah disusun kepada Bupati. 

4. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD 

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 

yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang

undangan mengenai pedoman penyusunan APED 

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada 

tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan 

sebagai berikut: 

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. ringkasan APED yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jen:s 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan 

berdasarkan kebutuhan informasi Uumlah dan jenis dokumen 

rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/ atau 

ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan 

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada 

Perda APBD Uumlah dan jenis dokumen rekapitulasi <la.Tl 

sinkronisasi dapat disesuaikan dan/ atau ditambahkan 

berdasarkan informasi yang dibutuhkan}. 
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a. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Kf\BUPATEN MUSI BANYUASIN 
DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, 

DAN PEMBIAYAAN 

Kode Uraian J umlah 
(Rp) 

Pendaoatan 

Pendaoatan Asli Daerah 
Paiak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 
Lain-lain PAD yang sah 

Pendaoatan Transfer 
Pendaoatan Transfer Pemerintah Pusat 
Pendaoatan Transfer An tar Daerah 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
Pendaoatan Hibah 
Dana Darurat 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perunn~n2'-Undanuan 

Jumlah 

Belania 
I 

Belan i a Ope:-asi 
Belania oega.wai 
Belania barang da.n iasa 
Belania bunga 
Belania subsidi 
Belania hibah 
Belania bantuan sosial 

Belania Modal 
Belania modal tanah 
Belania modal oeralatan dan mesin I 

Belania modal gedung dan bangunan I 
Belania modal ialan iarine:an dan irie:asi 
Belania modal a.set tetan lainnva 
Belania modal aset tidak berwuiud 

Belania Tidak Terduga 
Belania tidak terduga 

Belania Transfer 
Belania balli hasil 
Belania bantuan keuane:an 

Jumlah Belania 

Surolus/ (Defisit) 
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Pem'::,iavaan :>aerah 
Pene::-imaan Pem biayaan 
SilPA 
Penca:..ran dana cadangan 

Hasi.:. penjualan kekayaan d aerah yang dipisahkan 

Penerimaan oiniaman daerah 
Penerimaan kembali pemberian piniaman daerah 
Penerim.aan pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan oerundane:-undane:an 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiavaan 
Pembentukan dana cadangan 
Peny·e rte.an modal daerah 
Pembayaran cicilan ookok utang vang iatuh tempo 
Pem':)erian oiniaman daerah 
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan oerundang-undan2'an 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Pembiavaan Neto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
(SIL?A) 
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Nama 
NIP: .......... 



b. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurul t.u·usan pemerintahan daerah dan organisas i 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
INGKASAN APED YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

Belan 
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan 

Operasi Modal 
T idak 

T ransfer 
Terduga 

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANC 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1 01 PENDIDIKAN 

1 01 x-x.x -x.x-
Dinas ... 

x.xx 

1 01 x-x .x-x.x-
Ost ... 

x.xx 

1 02 KESEH ATAN 

1 02 x-x.x-x.x-
Dinas/ Badan/Kantor / Rumah Sakit ... x .xx 

1 02 x-x.x-x .x-
Ost ... 

x.xx 

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

1 03 x-x.x-x .x-
D inas ... 

x.xx 

1 03 x-x.x-x.x-
Ost ... 

x.xx 

1 04 PERUMAHAN 
PERMU KIMAN 

RAKYAT DAN KAWASAN 

1 04 x-x.x-x.x-
D inas ... 

x.xx 

1 04 x-x.x-x.x-
Ost ... 

x.xx 
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1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA 
PELINDUNGAN MASYARAKAT 

1 05 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

1 05 
x-x .x-x.x-

D~l ... 
x.xx 

1 06 SOSIAL 

1 06 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

1 06 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x.xx 

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

2 07 TENAGA KERJA 

2 07 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

2 07 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx: 

2 08 PEMBERDAYAAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

PEREMPUAN DAN 

2 08 x-x.x-x.x-
Dinas .. . 

x.xx 

2 08 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

106 



1 05 KErENTRAMAN, KErERTIBAN UMUM SERTA 
PELINDUNGAN MASYARAKAT 

1 05 x -x.x-x.x-
Dinas .. . 

x.xx 

1 05 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx ---

1 06 SOSIAL 

1 06 x-x.x-x.x-
Dina3 ... 

x.xx -

1 06 x-x.x-x.x-
D~l ... 

x.xx 

2 URUSAr~ PErvfERit~Ti\l-lAf~ \.VA.JlJJ YANU 'flUr'\.I{ 
BERK.AITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

2 07 -
TENAGA KERJA 

2 07 
x-x.x-x.x-

Dinas ... x.xx 

2 07 x -x .x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

2 08 x-x.x-x.x-
Din as ... 

x.xx 
-

2 08 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x .xx 

2 09 PANGAN - -

2 09 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

2 09 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 
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2 10 PERT ANAI ll\.N - - · 

2 10 x-x.x-x.x- Dina1,; ___ 
x.xx -

2 10 x-x.x-x.x-
Dst ... x.xx 

2 11 LINGKUNGAN HIDUP 

2 11 x-x.x-x.x-
Dinas .. . 

x.xx 

2 11 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

2 12 ADMINISTRASI 
PENCATATAl': srPIL 

KEPENDUDUKAN DAN 

2 12 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

2 12 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

2 13 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

2 13 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

2 14 PENGENDALIAN 
BEREN CANA 

PENDUDUK DAN KELUARGA 

2 14 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

2 14 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 
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2 15 PERHUBUNGAN 

2 15 
x-x.x-x.x-

D i nas ... 
x.xx --

2 1 !"i x-x.x-x.x-
D st .. . 

x .xx 

2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

2 16 
x-x.x-x .x-

Dinas ... 
x.xx 

2 16 
x-x.x-x.x-

Ost . .. 
x.xx 

2 17- K OPERASI USAHA KECIL, DJ\N MENENGJ\H 

2 17 
x -x.x-x.x-

D ina s ... 
x.xx 

2 17 
x -x.x-x.x-

Ost ... 
x.xx 

2 18 PENANAMAN MODAL 

2 18 
x-x.x-x.x-

Dinas ... 
x.xx 

2 18 
x-x.x-x.x-

Ost ... 
x.xx 

2 19 K EPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

2 19 x-x.x-x.x- Dinas 
x.xx 

2 19 
x-x.x-x.x- Ost ... . 

x.xx 

2 20 STATI STIK 

2 20 x -x.x-x.x-
D in a s ... 

x.xx 

?, ?.O 
x-x.x-x.x-

Ost ... 
x.xx -
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2 2 1 PERSANDIAN 

2 2 1 x-x.x-x.x-
D inas ... 

x .xx 

2 21 x-x.x-x.x-
Ost ... 

x.xx 

2 22 KF:RtTOAY/1. /1. N 

2 2 2 x-x.x-x.x-
Dinas 

x.xx 

2 16 
x -x.x-x.x-

JJs t ... 
x.xx -- - - - ·-

2 23 PERPUSTAKAAN 

2 23 
x-x.x-x.x-

Dinas ... 
x.xx 

2 2 3 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x.xx 

'.l '.l4 K EARSl PAN 

2 2 4 x-x .x-x .x-
D inas ... 

x.x.x 

2 24 X X.X X .X-
Dst ... 

x.xx 

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 

3 25 x-x.x-x.x- Dinas ... 
x.xx 

3 25 
x -x.x-x .x-

Ost .. . 
x .xx 

3 26 PARIWISATA 

3 26 
x-x.x-x .x-

Diua s .. . 
x.xx 

3 26 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x .xx 
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3 27 PERTANIAN 

3 27 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

3 27 X X.X X.X 
Dst ... 

x.xx 

3 28 KEHUTANAN 

3 28 x-x.x-x.x-
Dinas .. . 

x.xx 

3 28 x-x.x-x.x-
Ost ... 

x.xx 

3 29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

3 29 x-x.x-x.x-
Dinas . . . 

x.xx 

3 2Q x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.x.x 

3 30 PERDAGANGAN 

3 30 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

3 30 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

3 31 PERINDUSTRIAN 

3 31 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

3 31 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

3 3'.2 'fl-{ANSMIGRASI 

3 32 x-x.x-x.x-
Dinas .. . 

x.xx 

3 32 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 
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4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 

4 01 S~Kl-IB"l'A-'S_lAT DAE~H 

4 0 1 x-x.x-
Sckretariat Daerah 

V 'V-

4 01 x-x.x-
Paniradya Kaistimewan ... 'It.,,._ 

4 02 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
nARRAH 

4 02 x-x.x-
Sekretariat DPRD 

V V-

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 

5 0 1 PERENCANAAN 

5 01 x-x.x-
Badan ... 

'V V-

5 0 1 x-x.x-
Ost ... 

VY-

5 02 KEUANGAN 

5 02 x-x.x-
Sadan ... 

y x-

5 02 x-x.x-
Dst ... 

V V-

5 03 KEPEGAWAIA N 

5 03 
x-x.x- Bo.dun .. . 

VY-

5 03 
x-x.x-

Dst ... 
V V -

5 04 PENDIOIKAN D AN PELATIHAN 

5 04 
x-x.x-

Badan ... 
'It X-

5 04 
x-x.x-

Dst ... 
VY-
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5 OS PENELITIAN DAN PENG EMBANGAN 

5 05 
x-x.x-x.x-

Sadan ... 
x.xx 

5 05 
x-x.x-x .x-

Ost ... 
x.xx 

5 06 PENGHUBUNG 

5 06 
x -x .x-x .x -

Sadan ... 
x.xx 

5 06 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x.xx 

- -- -- - -- --
s 07 PENUELOLAAN l'ERBATASA N JJAE}{AH 

5 
x-x.x-x.x:-

Dadu.n/ Kt1nlor ... 07 
x.xx 

5 07 
x-x.x-x.x-

Ost ... 
x.xx 

6 UNSUR PENGAWAS 

,_ 

6 01 PENGAWAS 

6 01 
x-x.x-x.x-

Inspektorat 
x.xx 

7 UNSUR KEWILAYAHAN 

7 01 KECAMATAN 

7 01 
x-x.x-x.x-

Kecamatan ... 
x.xx 

7 01 
x-x.x-x.x-

Ost ... 
x.xx 

7 02 KOTA ADMINSTRASI 

7 02 
x-x.x-x.x-

Kota ... 
x.xx 

7 02 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x.xx 
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7 !03 KABUPATEN ADMINISTRASI 
ix-x.x-x.x -

I µ3 ix.xx Kal:mp:citen ... 
- - -· -

x-x.x-x.x-
7 p3 x.x:x Ost ... 

~ ~RUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

8 101 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
IX- X.X-X.X-

s 101 ix.xx Kesatuan Bangsa Dan Politik 

19 URUSAN KEKHUSUSAN 

9 IOl SYARIAT ISLAM ACEH 
ix-x.x-x.x-

9 KH pc.xx Dinas Syariat Islam Aceh 

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
19 02 ULAMA (MPU) 

x-x.x-x.x- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 
fJ p2 x.xx (MPU) ... 

fJ I03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH 
pc-x.x-x.x-

fJ j03 pc.xx Sekretariat Baitul Mal Aceh ... 

19 !04 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH 
pc-x.x-x.x-

fJ I04 pc.xx Sekretariat i:jadan Reintegrasi Aceh ... 
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Q () c; ~RURJn'ARTA'T' T l<'UQAJ.lA WAT I NANr.0R()Ji' 

x-x.x-x.x- Keurukon Katibul Wali/Sekretmiat Lembaga Wali 
9 05 Nanggroe x.xx 

Jumlah 

SURPLUS/ (DEFISIT) 

......... ,tanggal.. ...... . 
Bupati Musi Banyuasin 

Nama 
NIP: ........ .. 
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c. Ilustrasi Rincian APBD menurut u rusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN' sun KEGIATAN, 

KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN 1\NGGARAN ... 

PENDAPATAN DAERAH 

KODE REKENING URAIAN J UMLAH DASARHUKUM 

4.x.xx Pendapatan 

4.x.xx Pendapatan Asli Daerah 

4.x.xx Pajak Daerah 

4.x.xx Retribusi Daerah 

4.x.xx 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah 

4.x . .xx Pt:ndapalan Transft:r 
4.X.X.'{ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah 

4.x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
4.x.xx Pendapalan Hibah 

4.x.xx Dana Darurat 

4.x.xx 
Lain -Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perun dang- U n dangan 
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~ 

HaANJA 
Untsan Peme.rintaha.n :x 

Bidang Urusan : x.xx.xx 
Organisasi : x.xx.xx 
Unit Organisasi : x.xx.xx 

Program. : x.xx.xx 
Indikator Hasil .......... 

Kegiatan ... 11 : x.xx.xx 

Indikator Keluaran ....... ... 
Sub Keciatan ... 1) : x.xx.xx 
Indikator Keluaran . ... ........ 

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 

5.x.xx Belania 
5.x.xx Belania Operasi 
5.x.xx Belania Pegawai 
5.x.xx Belania Barang dan J asa 
5.x.xx Belania Bunfla 
5.x.xx Belania Subsidi 
5 .x.xx Belania Hibah 
5.x.xx Belania Bantuan Sosial 

5 .x.xx Belania Modal 
5.x.xx Belania Modal Tanah 
5 .x.xx Belania Modal Peralatan dan Mesin 
5.x.xx Belania Modal Bangunan dan Gedung 
5.x.xx Belania Modal Jalan, iaringan. dan irigasi 
5.x.xx Belania Modal Aset Tetao Lainnva 
5.x.xx Belania Modal Aset Tidak Berwujud 
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5.x.x Belania Tidak Terduga 
5 .x .x Belania Tidak Terduga 

5.x.x B e lania Tra nsfer 
5.x.x Belania B a e:i H a sil 
5.x.x Belania B antua n Keuangan 

Sub Kegiatan .. . 2) : x.xx.xx 
Ind ikator Keluara n . . . . . . . . . . . 

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASARHUKUM 
5.x.x Belania 
5.x.x B elania Operasi 
5.x.x Belania P ee:awai 
5.x.x Bel an i a Barang dan J asa 
5.x.x Belan i a Bunga 
5.x.x Belania Subsidi 
5.x.x Belania Hibah 
5.x.x B e lania B a ntuan Sos ial ~ 

5.x.x Belan i a Modal 
5.x.x Belan i a M odal Tanah 
5.x.x Belan i a Modal Per ala tan dan Me sin 
5.x.x Belania Modal B angunan d an Gedung 
5.x.x B e lani a Modal Jalan. iaringan. dan irigasi 
5.x.x Belania M odal Aset Tetao Lainnva 
r: . 
;J.X • .X Bdauia Mudal Aset Tidak Berwuiud 

5.x.x Belania Tidak T e rduga 
5.x.x B e lania Tidak Terduga 

5.x.x Bela nia Transfer 
5 .x .x Belania B agi H asil 
5.x .x Belania B aatua .n Keuan gan 
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Keeiatan .... 2 I : x.xx.xx 

Indikator Keluaran -.. --.. -... -
Sub Kegio.tan . .. l l : x.xx.xx - - -
Indikator Keluaran .......... -

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR IIUKUM 

5.x . .xx Belania 
5.x.xx Belania Onerasi 
5.x.xx Belania Pee:awai -
5.x.xx Belanja Barang clan Jasa 
5 .:x.xx Belania Bune:a 
5.x.xx Belania Subsidi 
5.x.xx Bclani a Hi bah 
5.x.xx Beiania Bantuan Sosial 

5.x.xx Belania Modal --
5 .x.xx Belania Modal Tanah 
5.x.xx Belania Modal Pcralatan dan Mesin 
5.x.xx Belania Modal BanmJnan clan Gedung 
5.x.xx Belania Modal Jalan. iaringan dan irigasi 
5.x.xx Belania Modal Aset Tetap Lainnva 
5.x.xx Belania Modal Aset Tidak Berwuiud 

-
5.x.xx Belania Tidak Tcrduga 
5.x.xx Belania Tidak Tcrdue:a 

5.x.xx Bela.nia Transfer 
5 .x.xx Belania Baui Hasil 
5.x.xx Belania Bantuan Keuane:an 
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Sub Kegiatan ... 2) : x.xx.xx 
Indikator Keluaran . . . . . ... . . . . .. 
- -

KOUE l<~K~NlNG URA! JUMLAH DASAR HUKUM 
5.x.x Belanja 
5.x.x Belanja Operasi 
5.x.x Belanj a Pegaw a i 
5.x.x Belanja Barang dan J asa 
5.x.x Belanja Bunga 
5.x.x B elanja Subsidi 
5 .x.x Belanja Hibah 
5.x.x B elanja Bantu.an Sosial 

5.x.x Belanj a Modal 
5.x.x Belanja M odal Tanah 
5.x.x B e l a nja Modal Peralatan clan Mesin 
S.x.x Bela nj a Modal Bangunan dan Ged ung 
5.x.x Bela nja Modal Jalan, jaringan, clan irigasi 
5.x.x B elanja Modal Aset Tetap Lainnya 
5.x.x Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 

5.x.x Belanja Tidak Terduga 
5.x.x Belanja Tidak Terduga 

5.x.x Belanj a Transfer 
5.x.x Belanj a Bagi H asil 
5.x.x Belanj a Bantuan Keuangan 

.. ... ... . ,tanggal ..... . .. . 
Bupati Musi Banyuasin 

Nama 
NIP: ......... . 
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D. RANCANGAN PERBUP PENJABARAN APBD 

1. Ketentuan Umum 

Peraturan Bupati m1 rnembuat ketentuan terkait penyiapan 

Raperda tentang APBD sebagai berikut: 

a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda 

tentang APBD, Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang 

Penjabaran APBD. 

b. Proses penyiapan RaPerbup tentang Penjabaran APBD 

rnengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Peraturan Bupati m1 membuat ketentuan terkait dokurnen 

Raperda tentang APBD sebagai berikut: 

a. Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD memuat lampiran 

sebagai berikut: 

1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian 

objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organ1sas1, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 

pendapat.an, belanja, dan pembiayaan; 

3) rekapitulasi dan sinkronisasi Perbup penjabaran APBD yang 

disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 

a) daftar nama penerima, alamat penerirna, dan besaran 

hibah; 

b) daftar nama penenma, alamat penerima, dan besaran 

bantu.an sosial; 

c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 

e) Rincian dana otonorni khusus menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 

dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 
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n Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan 

Gas Hu1ni menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis. objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

4) Informasi 12..innya yang menunjang kebutuhan informasi 

pada Perbup penjabaran APBD. 

b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

rancangan Perbup tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, 

yaitu: 

1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai 

dasar hukum pendapatan. 

2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar 

hukum, lok.asi sub kegiatan dan belanja yang bersifat 

khusus dan/ a tau sudah diarahkan penggunaannya, dan 

sumber pendanaan sub kegiatan. 

3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai 

dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaa.., untuk 

kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran 

pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 

3. Dokumen Terka-it 

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran 

APBD menyajika.n informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan 

kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangc.n mengenai pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi doku:nen lampiran Pera turan Bupati penjabaran 

APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut: 

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian 

objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan; 

c. rekapitulasi dan sinkronisasi Perbup penjabaran APBD 

yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi Uumlah dan 

jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronis asi dapat 
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disesuaikan dan/ atau ditambahkan berd.asarkan informasi 

yang dibutuhkan); clan 

d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi 

pada Perbup penjabaran APBD ijumlah dan jenis dokumen 

rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/ atau 

ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan). 
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a. ringk.asan penjabaran APBD yang diklasifikasi :nenurut kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, 

belanja, dan pemb:iayaan; 

- ·--. -
KABUPATEN MUSI BANYUASIN --. - - - - - - - -- - - --- - --- - - - -

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, 
JENIS,_ OBJEK, -~~~I~~-9-_BJEK PE_NDAP~TAN, BELANJA, DAN PEM~}·l\._'i~N . 

Kode Uraian Jumlah (Rp) 
f4 Pendapatan 

4.1 Pendapatan Asli Daerah 
4.1.01 Pajak Daerah 
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
4. 1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

4.1.01.0 l.xx Kodef:kasi dan N omenkla tur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjut:nya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dru1 

14.1.01.xx l\ omenklatu r Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

4.1.02 Retribusi Daerah 
4. 1.02.01 Retribusi Jasa Umum 
4. 1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perunda ng- undangan mengenai Klasifikasi, 

f4. l.02.0 l.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perunda!lg-
~ndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

4.1.02.xx N omenklatur Perencanaan. Pembangunan clan 
Keuangan Daerah. 

fl-, l .03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 

4.1.03.01 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai pera turan 
oerundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

4.1.03.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi c.an 

4.1.03.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan c.an 
Keuangan Daerah. 
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 

4.1.04 .01 Hasil Penjuala.n BMD yang Tidak Dipisahkan 
4. 1.04.01.0 1 Hasil Penjualan Tanah 

Rincian Objek sela.njutnya Sesuai peraturan 

4 . 1.04.01.xx 
perundang- undangfu, mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi clan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keua.ngan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

4.1.04.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangu.nan dan 
Keuangan Daerah . 

4 .2 Pendapatan Transfer 

4 .2.0 1 Pendapatan Tran sf er Pemerin tah Pu sat 
·-

4.2.01.01 Dana Perimbangan 

4.2 .01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 
Rincian Objek selanju tnya Sesuai peraturan 

4.2.01.0 l.xx 
perundang- u ndangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembanguna n dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

4.2.01.x.x 
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pem bangunan dan 
Keuangan Daerah. 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 
4.2.02 .01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

4.2.02.01.xx 
perundang- undangan mengena1 Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

4.2 .02 .xx 
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

4 .3 .C 1 Pendapatan .Hibah 

4 .3 .C 1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 

4.3.01.01.01 Pend apatan Hibah dari Pemerintah Pusat 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai pera turan 

4.3.01.0 l.xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi d.an Nomenklatur Perenc anaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

4.3.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 
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4.3 .02 Dana Darurat 
4.3.02.01 Dan a Darurat 
4.3.02.01.01 Dana Darurat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

4.3 .02.0 l .xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

4.3.02.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklan:.r Perencanaan Pembangunan dan 
Upn:::ino:::in n!:lf"r::ih 

4.3 .03 
Lain-lain Pendapa tan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan 

4.3 .03.01 Lain-lain Pendapatan 
4.3.03.01.01 Pendapa:an Hibah Dana BOS 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

4.3.03.0 1.xx 
perundang- undangan mengena1 Klasifikasi, . 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
0 embangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan peru::1dang-

4.3.03.xx 
IUndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pem bangunan dan 
Keuangan Daerah. 

.:> Belanja 

5.1 Belanja Operasi 
S.1.01 Belanja Pegawai 

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.1.01.01.xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

5.1.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
N omenkl atur Perencanaan Pem banguna::1 d an 
Keuan£an Dae:rah. 

5 .1.02 Belanja Barang clan Jasa 
5.1.02.01 Belanja Barang 
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.1.02.01.xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
0 embangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

5.1.02.xx 
undangaI1 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuanflan Dae:rah. 
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5.1.03 Belanja Bunga 

::..1.03.01 
Belanja Bunga Ut.ang Pinjaman kepada 
Pen1erintah Pusat 

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada 
5.1.03.01.01 Pemerintah Pusat atas Penen1san Pinjaman 

Dalam Negeri-Jangka Menengah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

E,. 1.03.01.xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan N omenklatur Perencanaan 
Pembangunan clan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

5 .1.03.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
N omenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Dae:rah. 

5.1.04 Belanja Subsidi 
5. 1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

::,. 1.04.0 l.xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi , 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

5.1.04.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
N omenkla tur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

5 .1.05 Belanja Hibah 
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 
S .1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.1.05.01.xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

5.1.05.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
l<i<>11i::ins;,an ni::iP:r~h 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 
5.1.06.01 Belanja Bantu,u1 Sosial kepada Individu 

5 .1.06.01.01 
Belanja Bantu.an Sosial Uang yang direncanakan 
kepada Individu 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

~ .. 1.06.0 l.xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

::,. 1.06.xx 
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 
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5.2 Belanja Modal 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 

5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 

5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.2.01.0 l .xx 
perundang- undangan mengena1 Klasifikasi, 
Kodefikasi dan N omenklatur Perencanaan 
Pembangunan dar_ Keuangan Daerah. 

Objek sela njutnya Sesuai p eraturan perundang-

5.2.01.xx 
tundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuan·gan Daera h. 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

5.2.0-2.01 Belanja Modal Alat Besar 

5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peratu ran 

5.2.02.0 l .xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

5.2.02.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi clan 
Nomenklatur Peren canaan Pem ban gun an dan 
Keuangan Daerah. 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5 .2.03.01.xx 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perunda:1g-

5.2.03.xx 
µndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi clan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuarnzan Daerah. 

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 

5.2.04.0 ! .0 1 Belanja Modal J a lan 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

5.2.04.0 I .xx 
pe1undang- undangan mengenai Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek s ela njutnya Sesuai peraturan perundang-

5.2.04.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaa n Pembangunan clan 
Keuangan Daerah. 
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

5.2 .05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 

5.2.05.81.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengena1 Klasifikasi, 

5.2.05.01 .xx Kodefikasi dan NomeP..klatur Perencar_aan 
Pembanguna n dan Keuangan Daerah. 
Obj~k selanjt:.tnya Sesuai peraturan perundang-

5.2.05.xx 
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
N omenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuane:an Daerah. 

5.2.06 Belanja Modal ... 

5.2.06.01 Belanja Moda1 ... 

5.2.06.01.01 Belanja Modal ... 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

5.2.'.J6.0l.xx Kodefikasi dan N omenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan peru:idang-

5.2.06.xx 
IUndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

5.3 Belanja Tidak Terduga 

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 

5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 

5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 

5.4 Belanja Transfer 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 

5.4.01.0 l 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pemerintahan Kabupaten dan Desa 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
5.4.01.0 1.01 Pemerintahan Kabupaten dan Desa 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undc..ngan mengena1 Klasifikas i, 

5.4.0 l.C 1.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

5.4.01.xx 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 
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5.4.02 Belanja Bantua.n Keuangan 
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah 

Provinsi 
Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah 

5.4.02.01.01 Provinsi 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

5.4.02.01.xx Kodefikasi dan N omenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5.4.02.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan darl 
Keuangan Daerah. 

Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

6 Pembiayaan 

6.1 Penerimaan Pem biayaan 
6.1.0 l Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya 
6.1.0 1.01 Pelampauan Penerimaan PAD 
6 .1.0 1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 

Rincian Objek selanju tnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

6.1.01.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6. 1.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 
6. 1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 
6. 1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

6. 1.02 .0 l.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pem bangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6 .1.02.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 
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6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daera h yang 
Dipisahkan 

6.1.03.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara 
BUMN) 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yan~ 

6.1.03.01.01 Dipisahkan pada BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
6. 1.03.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

Kodefikasi dan N orrienklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.03.xx und angan mengenai Klasifika si, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Dae rah. 

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 

6. 1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 
6. 1. 04. 0 1 . 0 1 Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka 

Menengah 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 

6. 1.04 .01.xx perundang- undangan m engena1 Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daera~. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
Daerah 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
5.1.05.01 Daerah kepada Pemerin tah Pusat 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
6.1.05.01.01 Daerah kepada Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
6 .1.05.01.xx oerundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nornenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.05.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keu angan Daerah. 
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6.1.06 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

6.1.06.01 Penerimaan Kembali Piniaman BLUD 
Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka 

6.1.06.01.01 Pendek 

Rincian Objek se1anjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

6. 1.06.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.1.06.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 

Jumlah Penerirnaan Pembiayaan 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 
6.2 .01 Pembentukan Dane. Cadangan 
6.2.01.01 Pembentukan Dana. Cadangan 
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai KJ.asifikasi, 

6.2.01.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.2.01.xx. Nomenklatur Perencanaan Pem bangunan dan 
KP11~ncn~n n~P.r~h 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha 

5.2.02.01 Milik Negara (BUMI'~) . 

6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 
Rin cian Objek selanju tnya Sesuai peraturan 
perunda ng- undangan mengenai Klasifikasi, 

6.2.02.01.xx Kodefikasi da.n Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah . 

Objek selanju tnya .Sesuai peraturan perunda_.g 
tundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi clan 

6.2.02.x.x Nomenklatur Perencanaan Pembangunan clan 
Keuangan Daerah. 

6.2.03 Pembayaran cicilan p::>kok Utang Yang Jatuh Tempo 

~.2.03.01 Pembavaran Piniaman Daerah dari Pemerintah Pusat 
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah 

6.2.03.01.01 Pusat- Penerusan Pi..njaman Dalam Negeri-Jangka 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
oerundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

6 .2.03.01.xx Kodefi.kasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Dembangunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai . peraturan perundang-j 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefi.kasi dan1 

6.2.03.x.x Nomenklatur Perencanaan. Pembangunan dan 
Keuangan Daerah. 
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6.2.04 Pemberian Piniama n Daerah 
6.2.04.01 Pemberia n Pinjaman Daerah kepada 

Pemerintah Pusat 

6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada 
Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

6.2.04.01.xx Kodefikasi da:n Nomenklatur Perencanaan 
Pembanrzunan dan Keuangan Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

6.2.04.xx Kodefikasi dan N omenkla tur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6.2.05 pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

6.2.05.01 0 injaman BLUD 
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek 

Rincia n · Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

6.2.05.01.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan 
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, 

6.2.05.xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Jumlah Pengeluaran pembiayaan 

Pembiayaan Neto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
6.3 berkenaa n 

......... ,tanggal ........ . 
Bupati Musi Banyuasin 

Nama 

NIP: ........ .. 

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian 

objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
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KABUPATEN MUSI BJ\NYUJ\SIN 
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, P ROGRAM, KEGIATAN, 

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
TAI--IUN ANGGARAN ... 

PENDAPATAN DAERAH 

KODE REKENING URAIAN JUMLAH UA!::>Al< HUKUM 

4.x.xx Pendapatan 

4 .x.xx Pendapatan Asli Daerah 

4.x.xx Pajak Daerah 

4.x.xx Retribusi Daerah 

4 .x.xx 
Ho.ail Pcn gclolaan Kckayaan Dacrah Yang 
Dipisahk an 

4 .x .xx Lain-lain PAD Yang Sah 

4.x.xx Pendapatan Transfe r 
4.x.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daera h 

4.x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
4.x.xx Pendapatan Hibah 

4.x.xx Dana Darurat 
- --

4.x.xx 
Lain-Lain Pen dap a tan Sesuai dengan Ketentua n 
Peraturan Pe rundang-Undangan 

134 

- -



BELANJA DAERAH 
Urusan Pe merintahan :x . .. . .. - _, 

Bidong Uruno.n '. X.XK.X.X 

Organisasi : x .xx.xx 
Unit Organisasi : x.xx.x:x 
Program : x.xx.xx 
Indikator Hasil . ---. .... . -

K ~gi::Jt::i n ... 1) : x .xx.xx 
Indikator Kcluaran ... ... ... .. 

Sub Kegiatan ... 1) : x.xx.xx 
Inclika tor Keluaran . - ....... - ... .. 

KODE REKENTNG URA.IAN .HJMT,AH DASARHUKUM 
5 .x.xx Belanja 
5.x.xx Be lanja Ope rasi 
5.x.xx Belanja Pega wai 
5 .x.xx Belanja Ba.rang clan J asa 
5.x.xx Belanja Bu nga 
5.x.xx Belanja Subsidi 
5.x.xx Belanja Hibah 
5.x.xx Belanja Bantu a n 8os1al 

5.x.xx Belanja Modal 
5.x.xx Bel~ja Modal Tanah 
5.x.xx Belanj a Modal P e ralatan clan Mesin 
S.x.xx Belanja Mcx:1.al Bangunan dan Gedung 
5.x.xx Belanja Mcx:1.al Jalan, jarin gan, dan irigasi 
5.x.xx Belanja Mcx:1.al Aset Tetap Lainnya -
5.x.xx Belanja Modal A~t TidRk Re,·wujud 
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5.x.xx Belanja Tida k Terduga 
5.x.xx Belanja Tidak Terduga 

5.x.xx Belanja Tran sfer 
-

5.x.xx Belan.j a B agi Hasil 
5.x.xx Belanj a Ban tuan Keuanga n 

Sub Ke giatan ... 2) : x.xx.xx 
Indikat or Keluara n . . . -..... .. 

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASARHUKUM 
5.x.xx Belanja 
5 .x.xx Belanj a Ope rasi 
5.x.xx Bela nja Peg awai 
5.x.xx Bela nja B arang d a n J a s a 
5.x.xx Bela nja Bun g a 
5.x.xx Bela nja Subsidi 
5.x.xx Belania Hibah 
S.x.xx Bela nja B antua n S osia l 

5.x .xx Belanj a Moda l 
5.x .xx Bela nj a Modal Tana h 
5 .x .xx Bela nj a Modal Pera lata n dan Me s in · 
5.x.xx Bela nja Mod al Ban gunan dan G e dung 
5 .x.xx Bela nja Modal Jala n , jarin gan, d a n irigasi 
5.x.xx Bela nja Modal Aset T e tap Lainnya 
5.x.xx Bela nja Modal Aset T id a k Berwujud 

5 .x.xx B e lanj a Tida k T e rduga 
5.x.xx Bela nja Tida k Terduga 

5.x.xx B e lanj a T r ai:i.:sfc r 
5.x.xx B ela nia Bagi H a sil 
5.x.xx Bela nja Bantuan Ke u ang an 
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Kegia lan ... . 2 ) : x.xx.xx 

Indikator Keluaran .... ...... 
Sub Kegiatan ... 1) : x.xx.xx 

Indikator Keluaran ·········· 
KODE REKENING URATAN JUMLAH DASAR HUKUM 

5.x.xx Belania 
5.x.xx - ~lanja Operasi - -- --
5.x.xx Belanja Pegawai 
S.x.xx Belanja Barang dan Jasa -
5.x.xx Be1anja Bunga 

5.x.xx Belanja Subsidi --- - --- ---
5.x.xx Belanja Hibah 
5.x.xx Belanja Bantuan Sosial 

5 .x.xx Belania Modal -
5.x.xx Belanja Modal Tanah 
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung 
5.x.xx Belania Modal Jalan, iaringan, dan ir igasi 
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
5.x.xx Belanja Mu<lal A:,;t:l Tidak Bt:rwuj ud 

5 .x.xx Belanja Tidak Terduga 
S.x.x.x Belanja Tidak Terduga 

5.x.xx Belanja Transfer 
5.x.xx Belanja Balri Hasil 
5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan 
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Sub Keeiatan ... 2) : x.xx.xx 
lndikator Keluaran . -. -.. - .. -. --

KUUE REKENING Ul~AIA . HJMLAI I DJ\SJ\R HUKUM -
Bclanja 5.x.x 

5.x.x Belanja Operasi 
5.x.x Belanja Pegawai 
5.x.x Belanj a Barang clan J asa 
5.x.x Belanja Bunga 
5.x.x Belanja Subsidi 
5.x.x Belanja Hibah 
5.x.x Belanja Bant.uan Sosial 

5 ~r ~r 
- ~-ho Belanja Modal 

5.x.x Belanja Modal Tanah 
!:J.x.x Belanja Modal Peralatan clan Mesin 
5.x.x Belanja Modal Bangunan dan Gedung 
5.x.x Belanja Modal ~Jalan, jaringan, clan irigasi 
5 .x .x Belanj a Modal Aset Tetap Lainnya 
5.x.x Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 

5.x.x Belanja Tidak Terduga 
5 .x.x Belanja Tidak Terduga 

S.x.x Bclanj a Transfer 
5.x.x Belanja Bagi Hasil 
5.x.x Belanj a Ban tuan Ke ucU1~an 

......... , tanggal. ....... . 
Bupati Musi Banyuasin 

Nama 

NIP: ........ .. 
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BAB IV 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APED 

1. Ketentuan Umum 

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan 

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam 

rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya 

tujuan bernegara. 

Ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan 

Perda tentang APBD adalah sebagai berikut: 

a. Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai 

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 

60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran 

berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama a.ntara Bupati dan 

DPRD. 

b. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD 

sesua1 ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh 

Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancanga n Perda 

tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada 

RKPD, KUA, dan PPAS. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang 

APBD dapat men.gandung informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keua.ngan, 

RKPD, KUA, dan PPAS. 
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c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat 

meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang 

disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah. 

d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Bupati 

dan/ atau DPRD dapat mengajukan usulan 

penambahan/ perubahan kegiatan/ sub kegiatan dalam rancangan 

Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan 

PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan 

kegiatan/ sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria 

keperluan mendesak. 

e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati terlambat 

menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari 

jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta 

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. 

b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda 

tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS. 

c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan 

dalarr.. persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan 

pimpinan D PRO. 

B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD 

1) Ketentuan Umum 

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui 

pembahasan bersama a::1.tara Bupati dan DPRD. Persetujuan tersebut 

diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama 

antara Bupati dan DPRD. 

Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD 

adalah se bagai beriku t: 

a. Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda 

tentang APBD, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya 

tahun anggaran setiap tahur .. 
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b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan 

rancangan Perbup tentang penjabaran APBD. 

c. DPRD dan Bu pati yang tidak menyetujui bersama rancangan 

Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya 

tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati 

terlambat m enyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada 

DPRD da ri jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat 

dikenakan kepada a nggota DPRD. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut 

harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya 

tahun anggaran berikutnya. 

b. Berdasarkan persetuju an bersama, Bupati menyiapkan 

rancangan Perbup ten tang penjabaran APBD. 

c. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan 

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan 

rancangan Perda ten tang APBD oleh Bupati kepada DPRD, 

Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD. 

d. Dala m hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas: 

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

kepada DPRD; dan 

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan 

peraturan daerah tenta ng APBD. 

e. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati 

mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk: 

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

kepada DPRD; clan 

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan 

peraturan daerah tentang APBD. 

f. Dalam ha! Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau 

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana 

tugas Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah 

tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan 
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persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah 

tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana 

tugas/ penjabat/penjaba t sementara Bupati. 

g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 

semen tara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas 

pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap 

rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

2) Ketentuan Pelaksanaan 

a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan 

hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD. 

b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, 

Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD. 

c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda 

tentang APBD. 

3) Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan 

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang 

disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan 

sebagai berikut: 

a. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD 

b. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD 
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a. Ilustrasi Susunan Nata Keuangan Rancangan APBD 

SUSUNAN NOTA KEUANGAN 

ANGGARAK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

BAB I. Pendc.huluan 
1.1. Umum; 
1.2. Maksud d.an Tujuan Penyusunan Nota Keuangan; 
1.3. L-andasan hukum Penyusunan Nota Keuangan; 
1.4. Sisternati:l{a Penulisan Nota Keuangan; 

BAB II. Kondisi dan Kebijaka n Anggaran Pendapatan Daerah 
2.1. Kondisi U□um Pendapatan Daerah; 
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah; 
2.2 .. Estimasi Pendapatan Daerah; 
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah; 

BAB III. K:mdisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah 
3.1. Kondisi C-mum Belanja Daerah; 
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah; 
3.2;, Kebijakan Umum Belanja Daerah; 
3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah; 

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan 
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan; 
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan; 
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan; 

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan 
kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemer intah Daerah 

BAB VI. P.EKUTUP 

............. Tanggal, .............. .. 
Bupati Musi Banyuasin 

Nama 
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b. Ilustrasi Nata Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD 

BERIT A A CARA 
Nomor: .. .. ....... . . 

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

TENTANG 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 

TAHUN ANGGARAN .... 

Pada bari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertandatangan di bawah ini: 
1. Nama Bupati Musi Banyuasin 

2. I-fa.ma 
3. N'ama 
4. Kama 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat' di ... , 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

Kett:.a DPRD Kabupaten Mu~.i Banyuasin 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 
Wakil Ketua DPRD Ka bupaten Musi Banyuasin 

Dalam hal ini bertindal< untuk dan atas nama Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 
selanjutnya disebut sebagai ?IHAK KEDUA 

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (RAPED) Tahun Anggaran .. . yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, 
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita 
Acara bi 

2. PIH AK P~RTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPED Tahun 
Anggaran ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubar_an dan koreksi atas RAPBD Tahun 
Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagairnana tertuang pada catatan 
ya,._"'l.g terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 
ditar_datangani Serita Acara ini. 

4. PIHAK PERTAMA akan menyampa:kan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mendapat 
pengesahan selambat~larnbatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini. 

Demik:ian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak d alam rangkap2 
(dua) u nt1k dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

Bupati Musi Banyuasin 
Selaku, 

Pihak Pertama 

~ 
Nama 
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Pimpinan DPRD Kabupaten :Jusi 

Banyuasin 
Selaku, 

Pihak Kedua 

~ 
@.~ 
Nama 
Ketua 

Nama 
Wakil Ketua 

Nama 
Wakil Ketua 



C. EVALUASI RANCANGAN APED 

1. Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin 

a. Ketentuan Umum 

Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten Musi Banyuasin 

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasiar. antara kebijakan 

daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik 

dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana 

APBD Kabupaten Musi Banyuasin tidak bertentangan dengan 

kepentingan um um, peraturan yang lebih tinggi clan/ atau peraturan 

daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten Musi Banyuasin. 

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang 

pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan RaPerbup 

tentang evaluasi Raperda APBD dan Perbup tentang APED adalah 

sebagai berikut: 

1) Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD yang telah disetujui 

bersama dan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD 

disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan 

Perda Kabupaten tentang APBD untuk dievaluasi sebelum 

ditetapkan oleh Bupati. 

2) Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan 

Perbup tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, 

dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD. 

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda 

kabupaten tentang APED clan rancangan Perbup tentang 

Penjabaran APED ditembuskan ke Menteri tanpa disertai 

lampiran. 

4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang 

APBD, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berko::1.sultasi 

dengan Menteri clan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan. 

5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak 

melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan 
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evaluasi sesuai dengan ketentuan pera turan perundang

undangan. 

6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri 

berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

7) Evaluasi dilakukan un tuk menguji kesesuaian rancangan Perda 

Kabupaten tentang APBD dan rancangan Perbup tentang 

penjabaran APBD dengan: 

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

b) kepentir_gan umum; 

c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan 

d) RPJMD 

8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai 

kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD 

dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang 

digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang 

ada dalam RKPD, KUA da n PPAS, serta menilai konsistensi antara 

rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 

91 Pengujian kesesuaian rancangan Perda Kabupaten tentang APBD 

dan rancangan Perbup Kabupaten tentan g penjabaran APBD 

dengan kep,entingan umum dilakukan untuk menghindari hal

hal yang bertentangan dengan kepentingan umurn meliputi: 

a) terganggunya kerukunan antar warga rnasyarakat; 

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 

c) terganggunya ketentrarnan dan ketertiban urnum; 

d) tergan &,aunya kegiatan ekonomi untuk rneningkatkan 

kesejahi:eraan rnasyarakat; dan/ atau 

e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 

antar-golongan, dan gender. 

10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan kepu tusan Gubernur. 

11) Gu.bernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil 

evaluasi rancangan Perda Kabu paten tentang APBD dan Perbup 

tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

paling larnbat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan 

Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten 

tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD. 
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12) Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (Hrna belas) 

hari terhihmg sejak rancangan Perda Kabupaten tentang APBD 

dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD diterima. 

13) Dalam hal Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pu.sat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang 

APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, 

kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati 

menetapkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD 

menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran 

APBD menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan . 

14) Dalam hal Gubern ur sebagai wak:il Pemerintah Pusat 

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang 

APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, 

kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati 

bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 

7 (tujuh) hari sejak basil evaluasi diterima. 

15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan 

DPRD, dan Bupati menetapkan rancan gan Perda Kabupaten 

ten tang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang 

penjabaran APBD menjadi Perbup, Gubernur mengusulkan 

kepada Menter:, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

· bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD 

bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan 

DPRD. 

18) Keputusan p1m:;nnan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda 

tentang APBD. 

19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna 

berikutnya. 
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20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur 

untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut 

ditetapkan. 

21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau semen tara 

dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas 

sebagai pim pin an sementara DPRD menandatangani keputusan 

pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan. 

22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari 

sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/Gubernur, Eupati 

menetapkan Perda APED berdasarkan hasil penyempurnaan. 

23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat n omor registrasi 

dari Gu bernur. 

24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten ten tang 

APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

25) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan 
. . 

Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang 

penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati. 

b. Ketentuan Pelaksanaan 

1) Paling lam bat 3 ( t i g a) hari setelah persetujuan bersama, 

Bupati mengirimkan rancan gan Perda Kabupaten tentang APBD 

yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD beserta 

rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan 

PPAS kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi 

berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri 

berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan 

pemerintahan di bidang keuangan . 

urusan 

3) Gu bernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat 

keputusan mengenai h asil rancangan Perda Kabupaten tentang 

APBD da n rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD. 

4) Gubernur seba.gai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil 

evaluasi rancangan Perda Kabupa ten tentang APBD dan Perbup 

ten tang penjabara n APED kepada Menteri dan Menteri yang 

menyelenggarakan urus·an pemerintahan di bidang keuangan 
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paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan 

Gubernur tenta.ng hasil evaluasi. rancangan. 

5) Gubernur sebaga.i wa.kil Pemerintah Pusat menyampaikan 

keputusa.--i mengenai basil evaluasi kepada Bupati paling lamba t 

15 (lima belas) h ari terhitung sejak ra ncangan Perda Kabupaten 

tentar~g APBD dan ranca ngan Perbup tentang Penjabaran APBD 

diterina. 

6) Dalam h2.l kepu tusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyatakan h asil evaluasi sesuai, maka Bupati m enetapkan 

rancangan Perda Kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan 

rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi Perbup 

sesua i dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

7) Dalarn h2.l surat keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

P·..1sat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan palin g lama 7 {tujuh) hari 

i:erhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah 

se bagai beriku t: 

a) Bu pati mela~ui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan 

angga:-an melakukan penyempurnaari hasil eva luasi. 

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan m engen ai h asil 

penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang 

pa:ipurna berikutnya. 

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai ha s il 

penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. 

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 

penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang 

APBD. 

el Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai basil 

penyempurnaan tidak diterbitkan sampa i dengan 7 (tujuh) 

ha::-i sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati 

menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurna an. 

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi 

da ri Gu bern ur. 

8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan 

DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda provinsi tentang 

APED m enjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran 

APBD menjadi Perbup, Gubernur mengusulkan kepa da Menteri, 

selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keu angan 

untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana 

Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

D. PENETAPAN PERDA APED DAN PERBUP PENJABARt\.N APBD 

1. Ketentuan Umum 

Penetapan rancangan Perda APED menjadi Perda dan rancangan 

Perbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perbup tentang Penjabaran 

APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah 

melalui tahapan penyusunan oleh Pemerintah Daerah, p embahasan 

bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD 

hingga evaluasi 

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan 

Perbup ten.tang Penjabaran APBD menjadi Perbup tentang Penjabaran 

APBD ditandai dengan penomoran, p enandatanganan, clan 

pengundangan ke dalam lembaran daerah. 

Ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Perbup 

Penjabaran APBD adalah sebagai berikut: 

a . Rancangan Perda ten tang APBD dan rancangan Perbup tentang 

penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati 

menjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran 

APED. 

b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup 

tentang penjabaran APED dilakukan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun sebelumnya. 

c. Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Perbup tentang 

penjabaran APBD k:epada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat b agi Daerah Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

Perda dan Perbup ditetapkan. 

d. Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang 

menetapkan Perda tentang APBD dan Perbup tentang penjabaran 

APBD. 

2-. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Bupati menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan 

rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup 

tentang penjabaran APED menjadi Raperda yang berupa: 
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1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

dalam evaluasi mentmjukkan hasil sesuai. 

2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan 

penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai. 

b. Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD 

Kabupaten Musi Banyuasin dai-i Gubernur Sumatera Selatan. 

c. Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani: 

1) penetapan ra.ncangan Perda APBD menjadi Perda; serta 

2) penetapan ra.ncangan Perbup APBD menjadi Perbup. 

d. Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan Perbup tentang 

penjabaran APBD kepada Mendagri bagi daerah Provinsi dan 

Gubemur bagi kabupaten selambat-lambatnya. 7 (tujuh) hari kerja 

setelah ditetapkan. 

e. Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang 

telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat. 

E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERBUP APBD DALAM HAL 
TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA 

1. Ketentuan Umum 

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD 

terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu yang 

ditetapkan, maka Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD 

untuk kemudian dilakukan penetapan setelah rnemperoleh pengesahan 

dari Gubern ur sebagai wakil Pemerintah Pusat (bagi Daerah 

Kabupaten). 

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan 

persetujuan Rancangan Perbup tentang APBD dalam hal tidak tercapai 

persetujuan bersama adalah sebagai berikut: 

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama 

dalarn waktu 60 (enarn puluh) hari sejak disampaikan rancangan 

Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun 

rancangan Perbup :entang APBD dengan berpedoman kepada 

RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS. 

b. Rancangan Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar angka 

APBD tahun anggaran sebelumnya. 

c. Angka APBD tahur_ anggaran sebelumnya merupakan angka 

pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun 

sebelumnya. 

151 



d. Dalam h al Pemerintah Daerah melakukan peru bahan APBD maka 

AngkaAPBD t.ahun anggaran sebelumnya adaJah angka pengeluaran 

APBD yang d itetapkan dalam peruba han APBD tahun sebelumnya. 

e. Rancangan Perbup tentang APBD diprioritaskan untuk belanja 

yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

f. Belanja yang bersi:"at mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan 

secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah 

Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan 

dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa. 

g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain pendidikan , kesehatan, melaksanakan 

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pern bayaran pokok 

pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-undangan. 

h. Angka APBD tahun anggaran sebelurnnya dapat dilampaui apabila 

terdapat: 

1) kebijakan Pemerintah Pusat yang mer.gakibatkan tarnbahan 

pembebanan pada APBD; dan/ atau 

2) keadaan darurat termasuk keperluan menc.esak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. Rancangan Perbup ditetapkan m enjadi Perbup setelah memperoleh 

pen gesaha n dari Gubernur sebagai wakil pemerinta h pusat. 

J. Untuk memperole~-i pengesahan, rancangan Perbup tentang APBD 

beserta lampirannya disampaikan paling lam':>at 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan 

Bupati terhada p rancangan Perda tentang APBD. 

k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernu r sebagai 

wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perbup, 

Bupati m enetapkan rancangan Perbup menjadi Perbup. 

1. Dalam h al Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama ran cangan 

Perda tentang APBD a tau menetapkan rancangan Perda tentang 

APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun 

anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan Perbup mengena i dasar 

pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas 

jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran se belumnya. 
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m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan 

mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja 

pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. 

n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perbup tentang 

APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing

masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan 

belanja mengikat. 

b. TAPD menyusun rancangan Perbup tentang APBD. 

c. TAPD menyerahkan rancangan Perbup tentang APBD ke Bupati 

melalui Sekda untuk diotorisasi. 

d. Bupati menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat untuk mendapatkan pengesahan. 

e. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengesahkan Rancangan 

Perbup menjadi P,erbup. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen Rancangan Perbup tentang APBD menyajikan 

informasi yang bersifat dinamis sesua1 dengan kebutuhan yang 

disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen Rancangan Perbup tentang APBD memuat 

lampiran sebagai berikut: 

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi m enurut akun, kelompok, jenis, 

objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan; 

b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 

c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

d. Rekapitulasi Perbup APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan 

informasi antara lain: 

1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub 

kegiatan beserta target dan indikator; 

153 



2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 

urusan pemerin tahan daerah da n fungsi dalarn kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan 

minimal; 

4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; 

5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD 

dan PPAS dengan rancangan APBD; 

6) Sinkronisasi program prioritas nasiona l dengan program 

prioritas daerah; 

e. Informasi lainnya yan g menunjang kebutuhan informasi pada 

Perbup APBD antara lain: 

1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan: 

2) Daftar piutang daerah; 

3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 

4) Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan aset tetap 

d aerah dan aset lainnya; 

5) Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 

6) Daftar dana cadangan daerah; 

7) Daftar pinjarnan daerah; 

8) Daftar nama penerima, alarnat penerima, dan besaran hibah; 

9) Daftar narna penerima, alarnat penerima, dan besaran bantuan 

sosial; 

10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Ba n tuan 

Keuangan bers ifat u mum dan bersifat khusus; 

11) Daftar Narna Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja 

bagi h a sil; 

12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan , akun, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 

rnenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian 

objek, sub rindan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

14) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut u rusan 

pemerin tahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
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kegiatan, akun , kelompok, jenis, objek , rincian objek, sub rincian 

objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

a. Ringkasan APBD yang cliklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek dan sub rincic.n objek pendapa tan, belanja, dan pem·::>iayaan; 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

RJNGKASAN APBD YM:G DIKLASIF1KASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK 
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAti 

Kode 

14 

4.1 

14.1.01.01 

14 .1.01.01.01 

14. 1.01.0 1.xx 

4. 1.01.xx 

14. 1.02 

14.1.02.01 

4.1.02.01.01 

14 .1.02.0 1.xx 

4.1.02.x.x 

4. 1.03 

14.1.03.Dl 

14. 1.03.01.xx 

14.1.03.:,..x 

Uraian 
) 

Pendapatan 

Pendapatan As!i Daerah 

Pajak Daerah 

!Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

PKB-Mobil Penumpang-Sedan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang
rundangar. mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perenca:i.aan Pembangunan dan Keuangan 
IDaerah. 

IObjek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
rmengenai Klasifikas~, Kodefikasi dan Nomenklatm 
Perencanaan Pembangunan dan_ Keuangan Daerah. 

Retribusi Daerah 

Retribusi Jasa U:num 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Pe::-enca:i.aan Pembangunan clan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
imengenai Klas ifika si, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Bagian Laba yang Di'::>agikan kepada Pemerintah Daerah 
(Dividen) a tas Pe::iyertaan Modal pada BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang
rundangan mengenc.i Klasifikasi, Kodefikasi dan 
INomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya. Sesuai peraturan perundang- undangan 
imengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatm 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah 

4. 1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 

4.1.04.•)l.01 Hasil Penjualan Tanah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
IUndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

14.1.04.Jl.xx Nomenklatur Per,~ncanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
!mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

4.1.04.xx Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah. 

4.2 Pendapatan Tran~:fer 

4.2.0 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

4.2.01.01 !Dana Perimbangan 

14.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

4.2.01.01.xx INomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- u ndangan 
imengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatux 

14.2.01.x..x Perencanaan Pembangunan da n Keuangan Daerah. 

14.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 

14.2.02.01 IPendapatan Bagi Hasil 

14.2.02.01.01 IPendapatan Bagi Hasil Pajak 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
IUndangan mengenai Klasifikasi, l<odefikasi dan . 

4 .2.02.01.xx INomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangat1 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen.klatur 

14.2.02.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

4.3.01 Pendapatan Hibah 

4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 

4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 

IRincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

14.3.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 

4.3.01.xx 1mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah. 

156 



4.3.02.01 Dana Darurat 

4.3.02.01.01 Dana Darurat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perunda.ng-
undangan m engenai Klasifikasi, Kodefikasi. dan 

~.3.02.01.xx INomen klamr Peren canaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya. Sesuai peratu ran perundang- u ndan gan 
4.3.02.xx imenge:1ai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembanguna n dan Keuangan Daerah. 

t..,ain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
4.3.03 Peraturan Perundang-U ndangan 

4.3.03.01 Lain-lain Pendapa.tan 

4.3.03.01.01 Pendapata n Hibah Dana BOS 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundc.ng 
undangan m engenai Klasifika si, Kodefikas i dan 

f't.3.03.0 l .xx Nomenkla:ur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnyEL Sesuai peraturan perundang- undangan 
4.3.03.xx mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembanguna n dan Keuangan Daerah. 

5 Belanja 

5.1 Belanja Operasi 

5.1.01 Belanja Pegawai 

5.1.01.01 Selanja Gaji dan Tunjangan ASN 

~.1.0 1.01.01 IBelanja Gaji Pokok ASN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundGJ1g-
IUndangan men genai Klasifikasi, Kodefikas i d an 

5. 1.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

~.1.01.xx 0 erencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah. 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 

5. 1.02.01 Selanja Barang 

5. 1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis 

~incia n Objek selanjutnya Sesuai peraturan perund211g-
IUndangan men gena i Klas ifi.kasi, Kodefika si jan 

5. 1.02.01.xx ~omenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
!Jaerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- u ndangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatur 

5.1.02.xx ?erencanaan Pembangunan d an Keuangan Daerah. 
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5.1.03 Belanja Bunga 

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah 
5. 1.03.01 Pusat 

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 
5.1.03.01.01 atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengab 

5.1.0.3.0 l.x.'C 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
IUndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikas i dan 
Nomenklatur Peren cana an Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

5.1.0.3.xx 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- ur_dangru, 
tmengenai Klasifikas i, Kodefikasi dan Nomenklatut 
Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah. 

5.1.04 Belanja Su bsidi 

5.1.04.01 IBelanja Subsidi kepada BUMN 

5. 1.04.01.01 IBelanja Subsidi kepada BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang 
5. 1.04.01.xx ~ndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- ur_dangan 

5. 1.04.,oc lm.engenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

IS. 1.0.5 [Belanja Hibah 

5.1.05.01 IBelanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 

5.1.0.5.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.0.5.0 l.JG< rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- ur_dangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

5.1.03.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 

5. 1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 

IBelanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 
5.1.06.0 1.01 [ndividu 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
IUndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikas~ dan 

5.1.06.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- ur_dangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatur 

5.1.06.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
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5 .2 iBelanja Moc.al 

5.2.01 Belanja Moc.al Tanah 

5.2.01.01 IBelanja Modal Tanah 

5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 

Rincian Ob:ek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5.2.01.0 l.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
niengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatm 

5.2.01.x.x Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

5 .2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 

5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5.2.02.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
1mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

5.2.02.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
IUndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5.2.03.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

5.2.03.xx Perencanaa:1 Pem bangunan dan Keuangan Daerah. 

5.2.04 IBelanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 

5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5.2.04.0 I .xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
IDaerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

5.2.04.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 

5.2.05,01.01 Belanja Modal Bahan F'erpustakaan Tercetak 

IRincian Objek sela.njutnya Sesuai peraturan perundang-
1Unda11gan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5 .2 .05.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanga.n 
IDaerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan I 

imengenai Klasifika si, Kodefikasi dan Nomenklatur 
5.2.05.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

5.2.06 Belanja Modal ... 

5.2.06.01 Belanja Modal ... 

5.2.06.01.01 Belanja Modal ... 

Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar_ 

5.2.06.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keu angan I 

Daerar_. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan I 

I 
tmen genai Klasifikasi, Kodefikas i dan Nomenk~atur 

5.2.06.xx Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

5.3 lBelanja Tidak Terduga l 
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 

5.3.01.01 IBelanja Tidak Terduga 

\5.3.01.01 .0 1 IBelanja Tidak Terduga 

5.4 Belanja Transfer 

5.4.01 iBelanja Bagi Hasil 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 
5.4.01.01 Kabupa:en dao Desa 

IBelanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 
5.4.01.01.0 1 Kabupa:en dan Desa 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Kla.sifikasi, Kodefikasi dan 

5.4.01.0 I.xx Nomenklat t:.r Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesu ai peraturan perundang- undangan 
5.4.01.xx ~engenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 
15.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangar1 antar Daerah Provinsi 

Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah 
5.4.02.01.01 Provinsi 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5.4.02.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5.4.02.x:x [Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kc:uangan 
Daerah. 

l]umlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

5 Pembiayaan 

6.1 Penerimaan Pembiayaan 
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnva 
6. 1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
lt.mdangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6. 1.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan 
Daerah. 
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.1.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

6 .1.02 Pencairan Dana Cadangan 
6. 1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 

6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.1.02.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
~ndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6. 1.02.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

6 .1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 

6.1.03.01 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 

6.1.03.01.01 BUMN 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.1.03.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
~ndangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

5.1.03.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
[Daerah. 
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6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 
6. 1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemer intah Pusat 

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan 
~.1.04.0 1.0 1 Pinjaman Dalam Nege:-i-Jangka Menengah 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
rundangan men.genai Klasifika si, Kodefikasi dan 

16. 1.04.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
IDaerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
16. 1.04,;,o,: imengenai K1asifikasi, Kodefikas i dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinj aman Daerah 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada 

~.1.05.0~ Pemerintah Pusat 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada 
6.1.05.0~.01 Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.1.05.0:.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjut nya Sesuai peraturan perundang- undangan 
16. 1.05.D: 1mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatut 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuar 
p.l.06 1Peraturan perundang-undangan 

kS.1.06.0 : Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD 
~ .1.06.0 : .01 Penerimaan Kembali Pinjarnan BLUD Jangka Pen dek 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
tundangan men genai Kla sifikasi, Kodefikasi dan 

6.1.06.0 : .xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanga11 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undanga11 
6.1.06.:iv; ~engenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaa::1 Pembangunan dan Keuangan Daerah . 

~umlah Penerimaan Pembiayaan 

6.2 Pengeluaran Pemb iayaan 

15.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 

0 .2.01.0: iPembentukan Dan a Cadangan 

6.2.01.0J.O: IFembentukan Dana Cadangan 

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

:1.2.01.01.xx Nomenklatcr Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan 
mengenai I{lasi:fikasi, Kodefikasi dan N omenklatur 

p.2.01.>:x Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah. 
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6.2.02 !Penyertaan Modal Daerah 

6.2.02.01 
renyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara 
BUMN) 

6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

b.2.02.O1.x:x NomenklatUr Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya · Sesuai peraturan perundang-
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.2.02.xx Nomenklatur Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan 
Daerah. 

k:,.2.03 IPembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo 
6.2.03.01 Pembayaran Pin_jaman Daerah dari Pemerintah Pusat 

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
6.2.03.01.01 Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 

Rincian Objek se:lanjumya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifika si, Kodefikasi dan 

6.2.03.01.xx Nomr,nklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
tundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

~.2.03.:xx Nomenklatur Percncanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

b.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 
S.2.04.01 Pemberian Pinjarr.an Daerah kepada Pemerintah Pusat 
6.2.04.01.0 1 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 

Rincian Objek selanju:nya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifi..1<:asi, Kodefikasi dan 

~.2.04.01.xx Nomenklatur Perencanaa.n Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanju tnya Sesuai peraturan perundang 
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.2.04.xx Nomenklatur Percncanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan 
0.2.os lketentuan peraturan perundang-undangan 

o.2.05.01 IPinjaman BLUD 
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-J angka Pendek 

Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.2.05.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang 
rundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan 

6.2.05.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

Jumlah Pengeluaran pembiayaan 
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-

Pem biayaan Neto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
p.3 (SILPA) 

. ....... . ,tanggai. .... ... .. 
Bupati Musi Banyu as.in 

Nama 
NIP: . ... ..... . 
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b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

Delania 
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan 

Operasi Modal Tidak 
Transfer 

Jumlah 

- Terduga B e lanja. 

1 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
R RRKA TTA N DF:NG.AN PELAYANAN DASAR 

1 01 PEND ID I KAN 

l 0 1 
x-x.x-x.x- Din~s- .. 

- .. x.xx 

1 01 
x -x.x-x.x-

Dct . .. 
x.xx 

1 02 KESEHATAN 

1 02 
x-x.x-x.x-

Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit ... 
x .xx 

1 02 x - x .x-x.x- Dst ... 
x .xx 

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO 

1 03 
x-x.x-x.x-

Dinas ... 
x.xx 

1 03 
x -x.x-x.x-

Dst .. . 
x.xx 

1 04 
PERU MAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

1 04 
x-:X.x-x.x-

Dinas .. . 
x.xx 

1 04 x-x.x-x.x- Dst .. . 
x.xx 

166 



1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM S ERTA 
PELINDUNGAN MASYARAK.AT 

l 05 
x-x.x-x.x-

Uinu~ ... 
x.xx 

1 05 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

1 06 SOSIAL 

1 06 
x-x.x-x.x- Dinas . .. 

x.xx ··-- -
l 06 x-x .x-x .x-

Ost ... 
x.xx 

-··-· 

'.2 
URUS./\N PEMERINT./\HAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKATTAN OENGAN PELAYANAN DASAR 

··- -
2 07 TENAGA Kt;J:<JA 

2 07 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

2 07 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.x.x 

2 08 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

2 OR 
x-x.x-x.x-

Dinas ... 
x .xx 

2 08 x-x.x-x.x-
Dst .. . 

x.xx 
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1 05 K ETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA 
PELINDUNGAN MASYARAKAT 

1 0 5 x-x.x-x.x- Dinas ... x.xx 

1 0 5 
x-x.x-x.x-

Dst .. . 
x.xx 

1 06 SOSIAL 

1 06 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

1 06 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

2 
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIOAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

2 07 TENAGA K ERJA 

2 07 x-x.x-x.x-
D inas . .. 

x.xx 

2 07 x-x.x-x.x-
Ost ..• x.xx 

2 08 
PEMBERD AY AAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

2 08 x-x.x-x.x- Dinas ... 
x.xx 

2 08 x-x.x-x.x-
Ost ... 

x .xx 

2 09 PANGAN 

2 09 
x-x.x-x.x-

Dinas ... 
x.xx 

2 09 x-x.x-x .x- Dst ... 
x.xx 
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2 10 PERTANAHAN 

2 10 x-x.x-x.x- Dina s ... 
x.xx 

2 10 x-x.x-x.x- Ost .. . 
x.xx 

2 11 LINGKUNGAN HIDUP 

2 11 
x-x.x-x.x- Dinas ... 

x.xx 

2 11 
x-x.x-x.x-

Ost ... 
x.xx ----~ 

2 12 
ADMINISTRASI KEPENDUDUK.AN DAN 
PENCJ\TJ\TJ\N SIPlL 

2 12 
x-x.x-x.x- Dinas ... 

x.xx 

2 12 x-x.x-x.x-
Ost .. . 

x.xx 

2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAK.AT DAN DESA 

2 13 x-x.x-x.x- Dinas .. . 
x .xx 

2 13 x-x.x-x.x- Ost . .. 
x.xx 

2 14 
PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA 

2 14 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

2 14 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 
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-··-·- -
2 15 PERHUBUNGAN 

2 15 x-x.x-x.x- Dinas ... 
x.xx 

2 15 x-x.x-x.x- Dst ... 
x.xx 

2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

2 16 x-x.x-x.x- Dinas ... 
x.xx 

2 16 x-x.x-x.x- Dst ... 
x.xx 

2 17 KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH 

2 17 
x-x.x-x.x- Dinas ... 

x.xx 

2 17 
x-x.x-x.x- Ost ... 

x.xx 

2 18 PENANAMAN MODAL 

2 18 x-x.x-x.x-
Dinas .. . 

x.xx 

2 18 
x-x.x-x.x-

Dst ... x.xx 

2 19 KEPEMUDAAN DAN O LAHRAGA 

2 19 x-x.x-x.x-
D i n as 

x.xx 

2 19 x-x.x-x.x- Dst ... 
x.xx 

2 20 STATISTIK 

2 20 x-x.x-x.x- Dinas ... 
x.xx 

'.l :w x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 
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2 21 PERSANDIAN 

2 21 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx - - - . 

2 21 
x-x.x-x.x 

Dst . .. 
x.xx 

2 22 KEBUDAYAAN 

2 22 
x-x.x-x.x-

Dinas 
x.xx 

2 16 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x.xx 

2 23 PERPUSTAKAAN 

2 '")".> x-x.x-x.x- T"'\=-----.,,..., J...Jl.1.J..ct..;:, •.. 

x.xx 

2 23 x-x.x-x.x-
Ost ... 

x.xx 

2 24 KEARSIPAN ' - , - ---- -

2 24 x -x .x-x.x-
Dinas .. . 

x.xx 

2 24 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 

3 25 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

3 25 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x .xx 

3 26 PARIWISATA 

3 26 
x-x.x-x.x-

Dinas .. . 
x.xx -----

3 26 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 
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3 27 PERTANIAN 

3 27 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

3 27 x-x.x-x.x- Dst ... 
x .xx -

3 28 KEHUTANAN 

3 28 x-x.x-x.x- Dinas ... 
x.xx 

3 28 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

3 29 ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL 

3 
,....,..,_ 
,4::, 

x-x.x-x.x- r'I.~ -- - -
LJJllc:l ~ .•. 

x.xx 

3 29 
x-x.x-x.x-

Ust ... 
x.xx 

3 30 PERDAGANGAN • 
3 30 

x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

3 30 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x.xx 

3 31 PERI ND UST RIAN 

3 31 x-x.x-x.x- Dinas . . . 
x.xx 

3 31 x-x.x-x.x-
Dst ... 

x .xx 

3 32 TRANSMIGRASI 

3 32 x-x.x-x.x-
Dinas ... 

x.xx 

3 32 x-x.x-x.x-
Ost ... 

x.xx .. 
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4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 

4 01 SEKRETAFTA.T nAF:RAH 

4 01 
x-x.x-x.x-

x.xx 
Sekretariat Daerah 

4 0 1 
x-x.x-x.x-

Paniradya Kaistirnewan ... 
x.xx 

4 02 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH 

4 02 
x-x.x-x.x-

Sekretariat DPRD x.xx 

5 ' UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERiN 1 AHAN 

5 01 PERENCANAAN 

5 01 
x-x.x-x.x-

B adan .. . 
x.xx 

5 01 
x-x.x-x.x-

x.xx 
Dst ... 

5 02 KEUANGAN 

5 02 x-x.x-x.x-
Badan ... 

x.xx 

5 02 
x-x.x-x.x-

x.xx 
Dst ... 

5 03 KEPEGAW AIAN 

5 03 
x-x.x-x.x-

x.xx 
B adan ... 

5 0 3 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x.xx . 

5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

5 04 
~-v-

0
"Y"-Y

0
v-

x.xx B adan ... 

5 04 x-x.x-x.x-
x.xx 

Dst ... 
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5 05 PENELITIAN D AN PENGEMBANGAN 

5 0 5 x-x.x-x .x-
Badan ... 

x.xx 

5 05 
x-x.x-x.x-

Ost ... x.xx 

5 06 PENGIIUDUNG 

5 06 
x-x.x-x .x-

Badan ... 
x .xx 

5 06 
x -x.x-x .x 

Dst ... 
x.xx 

s 07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH 

5 07 
x-x .x-x.x-

Badan / K antor ... 
x.xx 

5 07 x-x.x-x .x-
Ost ... 

x.xx 
.. 

6 UNSUR PENGAWAS 

6 01 PENGAWA S 

6 01 
x-x.x-x.x-

Inspekt orat 
x.xx 

7 UNSUR KEWILAYAHAN 

7 () 1 KECAMATAN 

,... 01 
x-x.x-x.x-

Kecamatan ... I 
x .xx 

7 01 
x-x.x-x.x-

Dst ... 
x.xx 

7 02 KOTA A D M I N STRASi 

7 02 
x-x.x-x.x -

Kota ... 
x .xx 

7 02 
x-x.x -x.x -

Dst ... 
~ 

x .xx 
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7 03 KABUPATEN ADMINISTRASI 

7 03 x-x.x-x.x-
11.. XX 

Kabupaten ... 
.. -· . -

'I 03 x-x.x-x.x-
L>st ... 

x .xx 
-- . -

8 URUSAN PEMERINTAHAN U MUM 

8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

8 01 x -x .x-x.x-
Kesatuan Bangsa Dan Politik 

x.xx 

9 URUSAN KEKHUSUSAN 

9 01 SYARlAT ISLAM ACEH 

9 01 x-x.x-x.x-
Dinas Syariat Islam Aceh 

x.xx 

9 02 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
ULAMA (MPUJ 

9 0 2 x-x.x-x.x- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 
x.xx MPU) ... 

9 03 SEKRETARrAT BAITUL MAL ACEH 

9 0 3 
x -x.x-x.x-

Sekretariat Baitul Mal Aceh ... 
x.xx 

9 04 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH 

9 04 
x-x.x-x.x-

Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ... 
x . .xx 
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9 05 SEKREfARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE 

') 05 x-x.x-x.x- Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga 
x.xx Wali Nane:e:roe 

Jumlah 
SURPLUS/ {DEFISIT) 

......... ,tanggal. ....... . 

Bupati Musi Banyuasin 

Nama 

NIP: ......... . 
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c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,jenis, objek, 

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, 

SUB KEGIATAN , KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN ... 

PENDAPATAN DAERAH 

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASARHUKUM 

4 .x.xx Pendapatan 

4.x.xx Pendapata n Asli Daera h 

4.x.xx Paja k Dae rah 

4.x.xx Retribusi Daera h 
-

4.x.xx 
Has il Pengelola a n Keka yaan Dae rah Ya ng 
Dipisahka n 

4 .x .xx Lain- lain PAD Ya ng Sah 

4 .x.xx Penda patan Trans fer 

4 .x.xx Pendapatan Transfc::r Pc::ui.c::.1·.i.ulal1 Pu~c:t.l 
4.x.xx Pendapata n Tra nsfer Antar Daera h 

4 .x.xx Lain- la in Pe ndapa tan D aerah Yang Sah 

4.x.xx Penda patan Hiba h 

4.x.xx Dana Darurat 

4.x.xx 
Lain- Lain Penda patan Sesua i dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Unda ngan 
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BELANJA DAERAH 
Uru~o.n Pe1nerinto..ha.n :x 
Bidang Urusan : x.xx.xx 
Orga.ui8a:si : x.xx.xx 
Unit Organisasi : x.xx.xx 
Program : x.xx.xx 
Indikator Hasil --.. . -... . 

Kegiatan ... l) : x.xx.xx 
lndikator Keluaran -. ---..... 
Sub Kegiatan ... 1) : x.xx.xx 

Indikator Keluaran .......... 
KODE REKENINC URl\l/\N JUML/\H D/\S./\R HUKUM 

5.x.xx Belanja 
5.x.xx Belanja Operasi 
5.x.xx Belanja Pegawai 
5.x.xx Belanja Barang dan Jasa 
5.x.xx Belanja Bunga 
5.x.xx Belanja Subsidi 
5.x.x.x Belanja Hibah 
5.x.xx Belanja Bantuan Sosial 

5.x.xx Belanj a Modal 
5.x.xx Belanj a Modal Tan ah 
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung 
5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi 
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1-------
5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 
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-5.x.xx Belanja Tidak Terduga . 
5.x.xx Belanja Tidak Terduga 

- - -5.x.::xx Belanja Transfer 
5.x.xx Belanja Bagi Hasil 
5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan 

Sub Kegiatan ... 2) : x.xx.xx 
Indikator Keluaran ... .... -. -

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 
5.x.xx Belanja 
5.x.xx Belanja Operasi 
5.x.xx Belanja Pegawai 
5.x.xx Belanja Barang dan Jasa 
5.x.xx Belanja Bunga 
5.x.xx Belanja Subsidi 
5.x.xx Belanja Hibah 
5.x.xx Belanja Bantuan Sosial 

5.x.xx Belanj a Modal 
5.x.xx Belanja Modal Tanah 
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
5.x.xx Belanja Modal Bangunan clan Gedung 
5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi 
5.x.xx Belanja Modal Aset Teta_2_ Lainnya 
5.x.xx Belnnja Modn 1 Aeet Tidak Benvujud 

5.x.xx Belanja Tidak Terduga 
5.x.xx Belanja Tidak Terduga 

5.x.xx Belanj a Transfer 
5.x.xx Belanja Batri Hasil 
5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan 
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Kelriatan .... 2) : x.xx.xx 

Indikator Keluaran .......... 
Sub Kegiatan ... l) : x.xx.xx 

lndikator Kel uaran ·········· 
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 

5.x.xx Belan_ja 
-

5.x.x.x Belanja Operasi 

G . .x...xx Belanja Pegawai 

5.x.xx Belanja Barang dan Jasa 

5 .x.xx Belanj a Bunga 

5.x.xx Belanja Subsidi 

5.x.xx Belanja Hibah 

5.x.xx Bel~~ Bantuan Sosial -

--
5.x.xx Belanj a Modal 

5.x.xx Belanja Modal Tanah 

5.x.xx Belania Modal Peralatan dan Mesin 

5.x.xx Belanja Mod.al Bangunan dan Gedung 

5.x.xx Belania Modal Jalan, jaringan, dan irigasi 

5.x.xx Belanja Modal Aset Teta.p Lainnya 

S.x.xx Belanja Moo.al Aset Tidak Berwujud 

5.x.xx Belania Tidak Terduga -
5.x.xx Belanja Tidak Terd uga 

5.x.:xx Belanja Transfer 

5.x.xx Bclanja Bagi Hasil 

5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan 
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Sub Kee:iatan ... 2) : x.xx.xx -

lndikator Kcluaran ...... -.. - ..... 
KODE REKENING URAIAN J U MLAH DASAR H UKUM 

5.x.xx Belanja 
5 .x.xx Belania Operasi 
5 .x.xx Belanja Pegawai 
5.x.xx Belanj a Barang dan J asa 
5.x.xx Belanj a Bunga 
5.x.xx Belanja Subsidi 
5.x.xx Belanja Hibah 
5.x.xx B elanja Bantua n Sosial 

5.x.xx Belanja Modal 
" 

5 .x.xx Belanj a Modal Tan ah 
5.x.xx Belanj a Modal Peralatan dan Me sin 
5.x.xx Belanja Modal Baneunan dan Gedung 
5.x.xx B e lanja Modal Jalan, j aringan, dan irigasi 
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwu.jud 

. 

5.x.xx Belanja Tidak Terduga 
5.x.xx Belanja T idak Terduga 

5.x.xx Belanj a Transfer 
5.x.xx Belanja Bagi Hasil 
S.x.xx Ilela.nja Da.ntuan Keuangan 

.... ..... , tan ggal .... .. .. . 
Bupati Musi Ban.yuasin 

Nam.a 
NIP: ......... . 
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BABV 

PELAKSAKAAN DAN PENATAUSAHMN 

A. KERANGKA PENGATURAN 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang 

ditandai dengan ditelapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan 

atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses

proses sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

3. Penyiapan DPA-SKPD 

4. Anggaran Kas dan SPD 

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan 

daerah adalah sebagai berikut: 

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 

dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 

dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak dilakukan melaJui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan 

pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran 

Daerah tersebut. 

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang 

a tau badan yang menerima a tau menguasai uang/ kekayaan daerah 

wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan kete:ituan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Pejabat yang menandatangani dan/ a tau mengesahkan dokumen yang 

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 
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pengeluaran atas pela.ksanaan APBD bertanggung jawab terhadap 

ke benaran material clan aki bat yang timbul dari penggunaan surat 

bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas 

penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Be ban APBD sesuai 

dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 

4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari 

yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

.:>. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah 

tidak dapat clipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai 

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap 

pengeluaran a:as Beban APBD didasarkan atas DPA clan SPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas 

Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam 

APBD. 

-3. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 

pertanggungiawaban; 

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu; 

g. Bendahara Khusus; dan 

h. Pejabat lainnya dala.n1 rangka pelaksanaan APBD. 

9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan 

APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 
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Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelan adanya 

pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA. 

2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 

Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya 

pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA. 

3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 

dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, 

dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .. 

4. Efektif dimulai tahun 2022, proses pelaksanaan dan penatausahaan 

keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya 

perubahan organisasi, rr:Lutasi, atau berhalangan maka Bupati menetapkan 

pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun anggaran 

berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesua1 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH 

1. Ketentuan Umum 

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap 

uang/kekayaan daerah yang diterima dan/ atau dalam 

penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD mem buka 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat. 

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan 

pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara 

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 

penatausahaan ini meliputi: 

a. Pembukaan RKUD 

b. Pembukaan Rekening Operasional 

c. Pembukaan Rekening SKPD 

d. Penempatan Kas dalam lnvestasi Jangka Pendek 

e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah 

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 
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2. Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Bupati ini membuat k.etentuan pelaksanaan terkait 

pe:1.atausahaa.--i Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pembukaa:1 RKUD 

Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank 

um um yang sehat sebagai penrunpung RKUD. Bank umum yang 

sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/ sehat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk 

bank yang akan digunakan untuk meny~mpan Kas U:num 

Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Repu tasi Bank 

Bank yang dipilih harus memiliki reka rn jejak yang baik. 

Misalnya, bank tidak pemah terlibat kasus penipuan 

nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah. 

2) Pelayanan Bank 

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik 

dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan 

kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. 

Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat 

melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan 

dan penyetoran pajak, dan lain-lain. 

3) Manfaat 

Mem berikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan 

pendapatan daerah dan/ atau peningkatan kesejahteraan 

dan/ atau pelayanan masyarakat. 

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD 

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD 

selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS 

paling sedikit memuat: 

::.) jenis pelayanan yang diterima; 

2) mekanisme pengeluaran clan penyaluran dana; 

3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening; 

4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil; 

5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan; 

6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; 

7) kewajiban menyampaikan laporan; dan 

8) tata cara penyelesaian perselisihan. 
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Bendahara Urnum Dacra h kemudian membuka Reken in g Kas 

Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. 

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/ at.au Jasa 

giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan 

pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan / atau jasa giro 

yang berlaku. Bunga dan/ a tau jasa giro/imbalan hasil lainnya 

yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya 

sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang 

bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah. 

b. Pembukaan Rekening Operasional 

Bendahara Umurn Daerah dapat rnembuka rekening penerimaan 

dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah 

pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang 

ditunjuk oleh Bupati. 

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional 

penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah 

rnekanisme penerirnaa.n pendapatan daerah. 

2) BUD rnembuka rekening operasional pengeluaran. 

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke 

rekening Bank Umum tertentu> Bendahara Un1um Daerah 

dapat membuka rekening penerimac..n. daerah pada Bank 

dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau 

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas 

Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah 

Bendahara Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh 

Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam 

Perjanjian Ke:ja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat 

penanggungjawab pada Bank yang terkait. 

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional 

penerimaan adalah sebagai berikut : 

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan un tuk 

menenma setoran langsung penerimaan daerah yang tidak 
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melalui bendahara penenmaan dan/ atau menerima setoran 

pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan. 

2) Rekening operasional penerirnaan diopera sikan seba.gai 

rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya 

sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang 

ditetapkan dal~m PKS antara Bendahara Umum Daerah 

dengan Bank U~um bersangkutan. 

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional 
I 

adalah sebagai berikut: 

1) Rekening opei::asional pengeluaran diopera sikan· sebagai 

rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran. 

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk 

pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada 

pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian 

UP, Penggantian Uang Persediaan (GU) kepada Bendahara 

Pengeluaran serta pemberian TU kepada Bendahara 

Pengeluara n dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c. Pembukaan Rekening SKPD 

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekecing 

bank atas nama Bendahara Penerimaan/ Bendahara 

Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / 

Bendahara Pengeluaran Pembantu· SKPD pada bank yang 

sama dengan RKUD sesua i dengan kebutuhan untuk 

mempermudah mekanisrne penenmaan pendapatan daerah 

dan belanja daerah. 

a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD 

sesuaidengan kebutuhan untuk mempermudah 

mekanisme penerimaan pendapa tan daerah. 

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk 

mempermudah rnekanisme pelaksanaan belanja daerah. 

Dalam hal penyaluran penerirnaan daerah mensyaratkan ke 

rekening Bank Urnu m tertentu, Bendahara Umum Daerah 

dapat membuka rekening Bendahara Pen erimaan/Bendar~ara 
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Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah 

mendapat persetujuan Bupati. 

2. Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung 

penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD 

bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di 

rekening penenmaan SKPD tersebut wajib disetorkan 

seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara 

Penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama 

Bendahara Penerimaan SKPD. 

3. Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan 

uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, 

seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang 

dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Rekening 

pengeluaran SKPD dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran 

SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD. 

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek Dalam 

pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat 

dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. 

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera 

dipe(ualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan 

kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 

12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek 

adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 

12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, 

pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI). 

Seperti dinyata~<an di atas bahwa investasi jangka pendek bisa 

dilakt.:.kan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang 

Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. 

1) Deposito 

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan 

oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki 

persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu 

tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. 

Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito 

yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah 

Da.erah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk 

deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD 
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yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. 

Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito 

Pemerihtah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau 

seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap 

saat diperlukan. 

2) Surat Utang Negara 

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa 

surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan 

pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN 

digunakan oleh Pemerintah Pusat antara lain untuk 

membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka 

pendek dalam satu tahun anggaran. 

Surat Utang Negara terdiri atas: 

a) Surat Perbendaharaan Negara 

b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampa1 

dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara 

diskonto. 

3) Obligasi Negara 

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan dengan kupon clan/ atau dengan pembayaran bunga 

secara diskonto. 

J adi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka 

pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan 

Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara 

investasi da.lam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang

undangan tentang SUN. 

4) Sertifikat Bank Indonesia 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bu lan 

dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang 

berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme 

pasar berdasarkan sistem lelang. 

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
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l') Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek 

sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, 

tugas daerah, dan kualitas pelaya nan publi.k. 

2·1 Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi 

jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang 

digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan 

digunakan dalam waktu dek.at (idle cash) . 

3·1 BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi 

jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah 

dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta 

alasan dan hasil analisa pemilihan investasi. 

4:1 Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD 

atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan 

jenis investasi jangka pendek yan g dipilih de:igan menerbitkan 

Surat Keputusan Bupati. 

5) Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat 

Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerin:ahkan 

pemindahan dana dari kas umum daerar_ kedalam investasi 

yang dipilih. 

6') Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum 

Daerah paling lambat per 31 Desember. 

e . Penatausahaan oleh Bendahara Um um Daerah 

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua 

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses 

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memua t 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 

yang dila.-<:ukan secara elektronik. 

Bagian 1: Penerimaan RKUD 

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang 

sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi 

penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

2) BUD me::i.gidentifikasi jenis dan kode rekening penda patan. 

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada 

Buku Kas Umum. 

Bagian 2: Pengeluaran RKUD 

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap 

pengeluc..ran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarka.n 
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pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan 

oleh PA/KPA. 

2) Setiap pen.geluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku 

Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan 

kolom nomor bukti. 

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 

1) Proses pela.poran oleh Bendahara Umum Daerah memuat 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum 

daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum 

Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang 

dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada 

kas umum daerah akan dijadikar_ dasar dalam membuat 

laporan BUD. 

3) Laporan Bendahara Umum Daerah d.isusun dalam bentuk: 

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 

b) Rekonsiliasi Bank atas-posisi kas harian. 

Laporan terse but dibuat setiap hari dan diserahkan setiap 

hari kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau 

dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 

4) Di samping laporan-laporan di atas, Benda.hara Umum Daerah 

membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D 

secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan 

keuangan daerah yang terintegrasi. 

3. Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain 

sebagai berikut: 
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a. Buku Kas Umum BUD 

No. 

I 

I 
I 
! 

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI Bf\NYUASIN 
BENDAHARA UMUM DAERAH 
Tahun Anggaran ... 

BUKU KAS UMUM 
P;;1iode: .......... ...... .. 

Taoggal No. Buktl Uraiar, Pencrimaan 

192 

Peng.eluaran Saldo 

Olsiapkan olch, 
OU O/l<Ull~a DUD 

~ 
NIP: ........ .. 



b. Laporan Posisi Kas Harian 

PEMER[NTAH KABt;PATEN M USI BANYUASIN 
LAPORAN POSIS! K AS HARIAN 
Tahun Al:.ggaran ... 

Hari 
Tanggal 
Periode 

' No. Bukti'Tt•cu'lsaksi 
No • . 

SP2D STS L.ain-lain 

Re-kapitulasi Posisi Kas di BUD: 
Sal do Bank 1 : Rp 
Saldo Oank 2 : Rp 
d>t. _:_R...,_p __ _ 

Total Saldo Kas•: Rp 

Uraian 
; . ' 

lllmlah 
Perubohon Posisi Kos horl ini 

Posisi Kas (H-1) 
Posis/ Kos (HJ 

•T;,cat Soldo Kas horvs soma a=r,on Posis/ Kos {HJ 
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' . Penerimaan Pengeluaran 

Disiapkan oleh, 
BUO/Kuasa 8-U'O 

Nama 
NIP: •..••...• . 



c. Rekonsiliasi Bank 

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
REKONSILlASI BANK 
Tahun Angganrn 202X 
Periode 

1. Saldo Kas Umum Dae rah menurut Buku 
2. Sal do Kas Umum Dae rah menurut Bank 

Se.is~ 

Keterangan Selisih 
A. Penerimaanyang telah dicatatoleh Buku, 

bel um dicata t ol eh Bank 
a. STS No ..... 
b. Bukti !ainyang~ah 
C. Dst .... 

B. Pengeluaran yang t el ah dicatat oleh Buku, 
bel um dicatat ol eh Bank 
a. SP20No .... 
b. Buktl Lain yang sah 
C. Ost ..... 

C. Penerimaanyangtelah dicatatoleh Bank, 
belumdicatatoleh Buku 
a. Nota Kred it No ..... 
b. Pendapatan Bunga 
c. Pen dapatan Jasa Giro 
d. Bukti lain yangsa'-i 
e. Ost.. ... 

D. Pengeluaran yang t(~lah dicatat oleh Bank, 
belum dicatatoleh Buku 
a. Nota Debit No ..... 
b. BiayaAc!min istrasi Bank 
c Bukti Lain yangs ah 
d. Dst ..... 

Rp ............... w .... .... . 

Rp ......... ...... ~ ........ . 
Rp ........................ .. 

Rp ......................... . 
Rp .. w ..................... . 

Rp ......................... . Ro .............. · ........... . 

Rp .................. - ..... . 

Rp .............. ~ ......... . 
Rp ......................... . 
Rp.......................... Rp .................. "'""' 

Rp .................. --... , 

Rp ............... ~ ....... .. 
Rp ......................... . 
Rp .................... " .. ·• 
Rp ............... m, ...... . 

Rp......................... . Rp .................. w ..... . 

Rp ........ ~ .... " ... ~ ... . 

Rp .............. - .. ····"· 
Rp ......................... . 
Rp ....... " ............... . 
Rp.......................... Rp .... ...... , .. ., ......... . 

Rp .................. - ..... . 

Bendahara u mum Daerah 

Nama 
NIP: ........ .. 

C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS 

1. Ketentuan Umum 

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non 

anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada 

rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. 
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Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris 

adalah sebagai berikut: 

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain: 

1} Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/ atau bendahara :-<husus 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap 

transaksi Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN; 

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah 

antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan 

Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, 

Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Juran Jaminan Kecelakaan 

Kerja clan .J a__rninan Kematian; 

3) Uang jaminc.n dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh 

pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalrun melakukan suatu 

pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya 

atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain 

uang jaminar:. pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang 

jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila 

adakegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang 

mengakibac.kan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang 

jaminan in: menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini 

pemerintah daerah. 

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perunda ng-1.:.ndangan. 

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi 

belanja daerah dan/ atau pendapatan daerah sehingga dasar 

pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari 

do:<umen kelengkapan transaksi. 

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun 

pe:-hitungan 5hak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris 

dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan 

fihak kei:iga (PFK). Transaksi ini tidak rnempengaruhi SILPA 

sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun 

informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di 
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laporan arus kas di bagia n akt.ivitas transitoris sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pernerintah an. 

d. Penerirnaan kas transitoris, rneskipun rnenambah Kas Daerah, tidak 

boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalarn jangka 

waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga. 

e. Terkait kas transitoris berupa jarninan, terda:;,at beberapa ketentuan 

se bagai beriku t: 

1) Dalarn hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

kontrak, Pernerintah Daerah dapat rnengeksekusi dan mengakui 

uang jarninan sebagai Pendapata n Daerah berupa Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

2) Pendapa tan daerah yang bersurnber dari uang jarninan pihak 

ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, 

digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban 

pihak ketiga tersebut dalarn mencapai target kinerja sub kegiatan 

SKPD yang ditetapkan. 

f. Pelaksanaan pengelolaan penenmaan kas transitoris dan 

pengeluara n kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara 

Pengeluaran dan/ atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 

a . Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pe-n geluaran / Bendahara 

Pengeluaran Pembantu (BPP) 

1) Bendahara Pengeluaran/ Bend ahara Pengelu aran 

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan 

perundang-undangan sebagai wajib pungut p ajak sesuax 

peraturan pe1undang-undangan, wajib memungut pajak atas 

pembayaran belanja melalui UP / GU/TU/LS. 

2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengelu aran 

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai waj ib pungut 

pajak sesuai peraturan perundang~undangan wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke 

rekening Kas Negara. 

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemban tu/Bendahara 

Khusu s Lainnya sebagai wajib pu ngut pajak sesuai 
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